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Pengantar = ........

Ekonomi kerap diidentikkan dengan persoalan angka, statistik, serta
segala upaya untuk mengukur, memproduksi, dan mendistribusikan
sumber daya secara efisien. Akan tetapi, ketika kita menengok lebih
dalam, ekonomi juga merupakan cerminan nilai-nilai, pandangan
hidup, dan tujuan yang diusung oleh individu maupun masyarakat. Di
sinilah muncul gagasan Ekonomi Buddhis—sebuah konsep yang
menawarkan padanan unik antara ranah spiritualitas dan mekanisme
ekonomi. Ia meletakkan pertumbuhan materi berdampingan dengan
pertumbuhan batin, sehingga kemajuan ekonomi tidak sekadar
menambah angka pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada
kebahagiaan dan keberlanjutan.

Buku ini hadir untuk memperkenalkan, menguraikan, sekaligus
mempertajam konsep Buddhist Economics (Ekonomi Buddhis) bagi
pembaca yang mungkin belum akrab dengan pemikiran tersebut.
Dengan memadukan perspektif filosofis, teori ekonomi, dan contoh-
contoh nyata, diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bagi siapa
pun yang merindukan pandangan alternatif dalam memahami
perekonomian dewasa ini.

Latar Belakang dan Relevansi

Di era globalisasi, arus kapital dan teknologi melaju tanpa batas.
Perusahaan multinasional terus berkembang, sementara masyarakat
lokal berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika pasar.
Konsumerisme semakin menancapkan pengaruh, menuntut manusia
untuk terus membeli dan memperbarui gaya hidup. Di sisi lain,
ketidaksetaraan sosial, degradasi lingkungan, serta keresahan batin tak
terhindarkan. Banyak yang mulai mempertanyakan: Apakah
“kemajuan” ekonomi kita sejauh ini benar-benar membawa
kebahagiaan atau justru menimbulkan kecemasan baru?

Ekonomi Buddhis menawarkan jawaban bernuansa spiritual dan moral
terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia merujuk pada prinsip-
prinsip Buddhisme—seperti kesederhanaan, kepekaan sosial, dan
tanggung jawab antargenerasi—yang diharapkan mampu memandu



perilaku ekonomi secara lebih beradab, arif, dan berkelanjutan. Dengan
demikian, tidak heran jika pemikiran semacam ini perlahan mulai
menyita perhatian akademisi, pemerintah, bahkan pelaku bisnis yang
ingin menumbuhkan etika dan keberlanjutan sebagai pondasi
pembangunan.

Fokus Pembahasan

Dalam buku “Buddhist Economics” ini, terdapat beberapa poin utama
yang akan dibahas:

1. Landasan Filosofis:
Menggali akar-akar pemikiran Ekonomi Buddhis, termasuk
konsep dukkha (penderitaan), karma, dan Jalan Tengah.
Bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi cara pandang terhadap
sumber daya, kesejahteraan, dan tujuan hidup manusia?

2. Konsep dan Prinsip Kunci:
Pembaca akan diajak mengenali prinsip kesederhanaan, less is
more, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap
lingkungan. Di sini terlihat jelas bagaimana Ekonomi Buddhis
mendorong sikap menahan diri, mengendalikan nafsu konsumsi,
serta menjaga hubungan harmonis dengan alam.

3. Perbandingan dengan Ekonomi Arus Utama:
Untuk memahami posisi Ekonomi Buddhis secara lebih
kontekstual, buku ini menghadirkan diskusi mengenai perbedaan
orientasi tujuan, cara pandang terhadap sumber daya, dan
kriteria sukses antara paradigma Buddhis dan paradigma
ekonomi konvensional. Pembahasan ini meliputi kritik terhadap
kapitalisme ekstrem sekaligus potensi memperbaiki sistem pasar
melalui nilai-nilai moral.

4. Studi Kasus dan Aplikasi Nyata:
Tidak hanya bersifat teoretis, buku ini menyuguhkan contoh-
contoh implementasi Ekonomi Buddhis di tingkat negara
(misalnya, Gross National Happiness di Bhutan), komunitas lokal
(koperasi pertanian organik, usaha sosial), hingga gaya hidup
perkotaan (gerakan minimalis). Pendekatan ini diharapkan



memberi wawasan konkret tentang bagaimana nilai-nilai Buddhis
dapat dijalankan di tengah arus globalisasi.

5. Tantangan dan Peluang di Masa Depan:
Di bagian akhir, buku ini mengkaji secara kritis kendala-kendala
yang mungkin dihadapi, seperti tekanan pasar global, budaya
konsumerisme, dan perbedaan pemahaman tentang filosofi
Buddhis itu sendiri. Meski begitu, terdapat peluang besar di
bidang inovasi sosial, teknologi, dan kebijakan publik untuk
memperluas praktik ekonomi yang bertanggung jawab secara
sosial dan lingkungan.

Kontribusi Terhadap Wacana Ekonomi

Buku ini bukanlah upaya untuk menggantikan sepenuhnya sistem
ekonomi yang telah mapan, melainkan mengundang pembaca untuk
berefleksi dan bertanya: Apa sesungguhnya tujuan akhir dari segala
aktivitas ekonomi? Apakah manusia dapat lebih bahagia jika sekadar
menumpuk materi? Dapatkah kita menjaga keseimbangan antara
kemajuan material dengan pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan
sosial, dan kedamaian batin?

Dengan menyertakan argumen-argumen filosofis, data empiris, dan
studi kasus, buku ini berusaha menjadi jembatan antara konsep
spiritualitas dengan realitas ekonomi. Di dalamnya, Anda akan
menemukan pendekatan yang menekankan kebijaksanaan (panna),
cinta kasih (metta), serta tenggang rasa (karuna) sebagai unsur integral
di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

Bagi Siapa Buku Ini Ditujukan?

1. Mahasiswa dan Akademisi:
Buku ini dapat menjadi bacaan pelengkap dalam mata kuliah
ekonomi, studi keagamaan, sosiologi, maupun kebijakan publik.

2. Pengambil Kebijakan dan Praktisi Bisnis:
Memberi perspektif baru tentang etika, sosial, dan lingkungan
yang dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan atau
manajemen perusahaan.



3. Aktivis dan Pegiat LSM:
Menjadi inspirasi untuk menumbuhkan gerakan sosial yang
berfokus pada pemberdayaan komunitas, pelestarian alam, dan
kesetaraan ekonomi.

4. Masyarakat Umum:
Memperluas wawasan mengenai keterkaitan antara kehidupan
sehari-hari, pola konsumsi, dan dampaknya terhadap
kebahagiaan serta ekosistem.

Harapan Penulis

Harapan utama dari penulisan buku ini adalah agar pembaca
menyadari bahwa ekonomi tak selalu berwajah dingin dan mekanistis.
Di dalamnya ada manusia, alam, dan nilai-nilai moral yang membentuk
ekosistem kehidupan. Buddhist Economics—dengan seluruh konsep
kesederhanaan dan welas asihnya—mengajak kita untuk menggali
kemungkinan menciptakan kehidupan yang seimbang antara
pemenuhan kebutuhan fisik dan pengembangan spiritual.

Pada akhirnya, semoga buku ini dapat mengilhami berbagai kalangan
untuk menggagas ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan
berkelanjutan. Ketika keserakahan bisa ditekan, ketika konsumsi
diarahkan pada kebutuhan nyata, dan ketika perkembangan teknologi
diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama—di situlah Ekonomi
Buddhis menemukan relevansinya. Kita diajak untuk melangkah
bersama ke masa depan di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi
harus berbenturan dengan kelestarian alam dan kebahagiaan batin.

Selamat membaca dan semoga Anda memperoleh inspirasi baru
melalui halaman-halaman buku ini!
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Pendahuluan = ........

Ekonomi Buddhis atau Buddhist Economics merupakan konsep
dan pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai,
etika, dan filosofi Buddhisme. Meski istilah ini mulai banyak
dikenal melalui karya Ernst Friedrich Schumacher dalam
bukunya “Small Is Beautiful” (1973), gagasan inti tentang
kesederhanaan, kesejahteraan sosial, dan keharmonisan
dengan alam sejatinya sudah lama menjadi bagian penting
dari ajaran Buddhisme.

Ekonomi Buddhis berusaha memadukan tujuan ekonomi
dengan pencapaian kebahagiaan manusia, pelestarian
lingkungan, dan keselarasan sosial. Penekanannya terletak
pada pengurangan keserakahan (greed), pencapaian
keseimbangan (balance), dan tanggung jawab sosial (social
responsibility). Berikut penjelasan yang lebih terperinci:

1. Latar Belakang Filosofis
1. Paham Buddhisme tentang Dukkha

o Dalam Buddhisme, istilah dukkha secara sederhana berarti
“penderitaan” atau "ketidakpuasan.” Ekonomi Buddhis
bertolak dari pemikiran bahwa pengejaran terus-menerus
terhadap kepuasan material dapat memperkuat dukkha
karena keinginan materi cenderung tidak terbatas sementara
sumber daya selalu terbatas.

o Dengan kata lain, jika manusia terjebak dalam pola konsumsi
berlebihan, mereka akan mengalami ketidakpuasan yang
tiada habisnya, sejalan dengan prinsip “semakin banyak
memiliki, semakin banyak kekhawatiran atau penderitaan
yang muncul.”



2. Jalan Tengah (Middle Way)

o Ajaran Buddhisme sering menekankan Jalan Tengah
(Majjhima Patipada), artinya tidak condong pada
kemelekatan berlebih pada materi, namun juga tidak anti-
kemajuan. Dalam konteks ekonomi, konsep ini diterapkan
pada penggunaan sumber daya alam dan pencapaian
kemakmuran yang wajar tanpa merusak keseimbangan
ekosistem dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

o Pendekatan ini menekankan penghindaran dari kedua
ekstrem: konsumsi berlebihan maupun pengingkaran total
terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

3. Karma dan Etika Perilaku

o Buddhisme mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki
konsekuensi (hukum Karma). Jika individu, perusahaan,
maupun negara bertindak rakus atau tidak bertanggung
jawab, akibatnya akan berdampak pada kerusakan
lingkungan, ketidaksetaraan sosial, hingga krisis ekonomi.

o Oleh karena itu, Ekonomi Buddhis mendorong praktik yang
melahirkan “karma baik”: pengelolaan sumber daya yang
berkelanjutan, transaksi ekonomi yang adil, serta etika bisnis
yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

2. Prinsip-prinsip Utama dalam Ekonomi Buddhis
1. Kesadaran dan Batin Sehat (Right Mindfulness)

o Dalam Buddhisme, kesadaran utuh akan diri sendiri dan
lingkungan sangatlah penting. Di bidang ekonomi, kesadaran
ini mengarah pada keputusan konsumsi yang lebih
bertanggung jawab.

o Contoh: Sebelum membeli suatu barang, seseorang diajak
untuk mempertanyakan, “Apakah saya benar-benar



membutuhkannya?” “Bagaimana dampak produk ini
terhadap lingkungan, pekerja, dan masyarakat?”

2. Pengurangan Keserakahan (Less is More)

o Salah satu ajaran inti Buddhis adalah mengurangi
keserakahan (greed), yang sering menjadi pemicu
ketimpangan dan kerusakan alam. Tujuan utama ekonomi
tidak hanya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),
melainkan bagaimana menciptakan kehidupan yang cukup
dan bermakna (meaningful life).

o Dengan menekankan hidup sederhana dan kesetimbangan,
masyarakat akan lebih fokus pada upaya pembentukan
kesejahteraan yang merata daripada sekadar akumulasi
kekayaan.

3. Kesejahteraan Internal (Inner Well-being)

o "Kekayaan” atau “well-being” dalam Ekonomi Buddhis tidak
diukur semata oleh besarnya pendapatan atau konsumsi,
melainkan juga oleh tingkat kebahagiaan, kedamaian batin,
dan kemampuan membangun relasi sosial yang sehat.

o Indikator ini tercermin, misalnya, dalam konsep Gross
National Happiness (GNH) di Bhutan. Pemerintah di sana
menilai pembangunan tidak hanya dari segi pendapatan per
kapita, tetapi juga kebahagiaan, pendidikan, kesehatan, dan
pelestarian budaya.

4. Penghormatan terhadap Alam

o Buddhisme melihat manusia sebagai bagian tak terpisahkan
dari alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan,
penebangan hutan, pencemaran air, dan ekses industri
dipandang tidak selaras dengan nilai-nilai Buddhisme.

o Dalam Ekonomi Buddhis, lingkungan tidak semata menjadi
“objek” eksploitasi. Sebaliknya, dijaga untuk keberlanjutan
(sustainability) bagi generasi mendatang.
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5. Keadilan Sosial dan Solidaritas

o

Ekonomi Buddhis menekankan welas asih (karuna) dan
altruisme. Artinya, sistem ekonomi mesti dibangun supaya
tidak terjadi ketimpangan sosial ekstrim.

Sektor industri, perdagangan, dan investasi harus
mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti upah yang
adil dan kondisi kerja yang layak, bukan berfokus pada laba
semata.

3. Perbedaan Ekonomi Buddhis dengan Ekonomi Arus Utama

1. Orientasi Tujuan

o

Ekonomi Konvensional: Pertumbuhan (growth), efisiensi,
dan maksimisasi profit/income menjadi tolak ukur
keberhasilan.

Ekonomi Buddhis: Kebahagiaan, keberlanjutan, dan
kesejahteraan rohani maupun jasmani menjadi titik pusat
pengambilan keputusan ekonomi.

2. Cara Pandang terhadap Sumber Daya

o

Ekonomi Konvensional: Cenderung memandang sumber
daya sebagai faktor produksi yang dapat dioptimalkan untuk
pertumbuhan.

Ekonomi Buddhis: Memandang sumber daya alam sebagai
bagian integral dari kehidupan yang harus dijaga dalam
kerangka tanggung jawab antargenerasi (intergenerational
responsibility).

3. Kriteria Sukses

o

Ekonomi Konvensional: Ukuran sukses yang umum adalah
PDB (GDP), laba perusahaan, produktivitas, dan jumlah
konsumsi.
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o Ekonomi Buddhis: Diukur dengan kesejahteraan holistik,
misalnya tingkat kebahagiaan, kecukupan material,
pelestarian lingkungan, serta harmoni sosial.

4. Contoh Aplikasi Nyata
1. Kebijakan Gross National Happiness (GNH) di Bhutan

o Salah satu contoh signifikan penerapan prinsip Ekonomi
Buddhis adalah kebijakan GNH di Bhutan. Pemerintah Bhutan
menetapkan empat pilar GNH: (1) Pembangunan Sosial-
Ekonomi yang Berkelanjutan, (2) Pelestarian Lingkungan, (3)
Pelestarian Budaya, dan (4) Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik.

o Hasilnya, meski Bhutan tidak “"kaya” dari sisi pendapatan per
kapita, warga Bhutan consistently melaporkan tingkat
kepuasan hidup yang tinggi. Bhutan juga banyak menarik
perhatian dunia melalui kebijakan pembatasan pariwisata
massal guna menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

2. Koperasi Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

o Di beberapa desa di Asia Tenggara, masyarakat
mempraktikkan sistem pertanian organik dan koperasi demi
menghindari dominasi perusahaan multinasional yang kerap
mengubah pola tanam lokal.

o Koperasi tersebut dijalankan dengan prinsip saling berbagi
hasil dan tanggung jawab, menghindari riba, dan
memastikan keuntungan secara adil bagi semua anggota.
Sejalan dengan spirit Ekonomi Buddhis, yaitu meminimalkan
keserakahan dan memastikan kesejahteraan komunitas.

3. Usaha Sosial dan Kewirausahaan Sosial

o Beberapa negara seperti Thailand dan Myanmar banyak
memiliki social enterprises yang mengusung prinsip
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Buddhisme dalam membantu masyarakat tidak mampu,
memberdayakan perempuan, dan menjaga lingkungan.

Misalnya, perusahaan kerajinan tangan yang mempekerjakan
lansia atau penyandang disabilitas dengan upah layak,
memastikan rantai pasokan transparan, serta menjaga
keaslian kearifan lokal dan lingkungan.

4. Gerakan Downshifting atau Gaya Hidup Minimalis

o

Di wilayah urban modern, muncul gerakan “downshifting”
atau "minimalist lifestyle” yang sejalan dengan prinsip
Ekonomi Buddhis: membatasi konsumsi berlebihan,
mengurangi sampah, dan memprioritaskan kualitas hidup
dibanding kuantitas harta.

Masyarakat yang menganut gaya hidup ini cenderung
memiliki pandangan kritis terhadap budaya konsumerisme.
Mereka memilih tidak terikat dengan barang mewah,
sebaliknya fokus pada pengembangan diri, hubungan sosial,
dan kesehatan mental.

5. Dinamika dan Tantangan Implementasi

1. Tekanan Globalisasi Ekonomi

@)

o

Dalam era globalisasi yang sarat persaingan, penerapan
Ekonomi Buddhis menemui tantangan besar karena sistem
pasar global umumnya didominasi oleh motif untung-rugi
dan persaingan sengit.

Tanpa regulasi dan kebijakan yang melindungi prinsip
berkelanjutan, sulit mempertahankan cara pandang berbasis
karuna dan kesederhanaan.

2. Ketimpangan Teknologi dan Kapital

o

Ekonomi Buddhis idealnya menghendaki distribusi kekayaan
yang lebih adil, namun praktik di lapangan seringkali
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dihadapkan pada realitas ketimpangan modal, infrastruktur,
dan teknologi.

o Masyarakat yang ingin mengadopsi ekonomi berkelanjutan
sering kalah bersaing dengan korporasi besar yang mampu
memaksimalkan efisiensi dan menekan harga produksi.

3. Pergeseran Budaya Konsumerisme

o Gaya hidup masyarakat modern cenderung memprioritaskan
kenyamanan dan kemudahan instan. Untuk mewujudkan
Ekonomi Buddhis, dibutuhkan perubahan mentalitas kolektif
agar kesadaran konsumsi dan kepedulian sosial menjadi
bagian integral dari gaya hidup.

4. Pemahaman yang Beragam tentang Filosofi Buddhis

o Tidak semua penganut Buddhisme atau masyarakat umum
memiliki pemahaman yang sama mengenai implementasi
nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi.

o Beberapa interpretasi dan pendekatan bisa berbeda
sehingga implementasi di lapangan pun beragam, mulai dari
yang sangat spiritual hingga yang sekadar menekankan etika
bisnis.

6. Peran dan Peluang di Masa Depan
1. Panduan untuk Ekonomi Berkelanjutan

o Ditengah isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan
ketidaksetaraan ekonomi, prinsip Ekonomi Buddhis bisa
menjadi inspirasi bagi model pembangunan berkelanjutan.

o Organisasi internasional, LSM, dan pemerintahan daerah bisa
mempelajari konsep ini untuk merumuskan kebijakan yang
lebih beretika dan ramah lingkungan.

2. Alternatif terhadap Kapitalisme Ekstrim
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o Ekonomi Buddhis dapat menjadi wacana alternatif

(alternative discourse) terhadap dominasi model kapitalisme
global. Walau tidak menggantikan secara menyeluruh, ia
mampu menawarkan nilai-nilai keseimbangan dan moralitas
pada sistem ekonomi yang sering kali terlalu berorientasi
pada profit.

3. Inovasi Sosial

o Prinsip kearifan lokal, solidaritas, dan kesadaran diharapkan

mendorong munculnya berbagai inovasi sosial (social
innovation) mulai dari model bisnis ramah lingkungan, peer-
to-peer lending berbasis nirlaba, hingga platform dagang
yang mengedepankan transparansi dan keadilan.

4. Kajian Akademik dan Penelitian Lanjut

o Semakin banyak perguruan tinggi dan peneliti yang

mengangkat topik Ekonomi Buddhis untuk merumuskan
indikator kesejahteraan yang lebih holistik, menyusun
kebijakan publik yang lebih manusiawi, serta menilai dampak
etika Buddhis dalam manajemen perusahaan.

7. Kesimpulan

Ekonomi Buddhis menawarkan paradigma ekonomi yang menekankan
kebahagiaan, kesederhanaan, keberlanjutan, dan tanggung jawab
sosial. Bukan berarti ia menolak sepenuhnya mekanisme pasar atau
teknologi modern, melainkan mengarahkan agar kemajuan ekonomi
berjalan beriringan dengan pelestarian alam, kebahagiaan batin, dan
kesejahteraan sosial yang adil.

Fokusnya: Mengurangi keserakahan, memupuk kesadaran
(mindfulness), dan menjaga keseimbangan antara pencapaian
material dan spiritual.
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. Kontribusinya: Menjadi alternatif dan koreksi atas model ekonomi
arus utama yang kerap abai pada aspek lingkungan dan
ketimpangan sosial.

. Tantangannya: Implementasi pada skala luas di tengah gempuran
globalisasi, konsumerisme, dan persaingan pasar yang ketat.

Kendati demikian, nilai-nilai Buddhis tentang welas asih, kesederhanaan,
dan tanggung jawab moral patut dipertimbangkan secara serius oleh
para pemangku kebijakan, pelaku bisnis, hingga masyarakat umum
untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan
berkelanjutan.
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1. Latar Belakang Filosofis  ........

1. Paham Buddhisme tentang Dukkha

o

Dalam Buddhisme, istilah dukkha secara sederhana
berarti “penderitaan” atau “ketidakpuasan.” Ekonomi
Buddhis bertolak dari pemikiran bahwa pengejaran
terus-menerus terhadap kepuasan material dapat
memperkuat dukkha karena keinginan materi
cenderung tidak terbatas sementara sumber daya
selalu terbatas.

Dengan kata lain, jika manusia terjebak dalam pola
konsumsi berlebihan, mereka akan mengalami
ketidakpuasan yang tiada habisnya, sejalan dengan
prinsip “semakin banyak memiliki, semakin banyak
kekhawatiran atau penderitaan yang muncul.”

2. Jalan Tengah (Middle Way)

@)

Ajaran Buddhisme sering menekankan Jalan Tengah
(Majjhima Patipada), artinya tidak condong pada
kemelekatan berlebih pada materi, namun juga tidak
anti-kemajuan. Dalam konteks ekonomi, konsep ini
diterapkan pada penggunaan sumber daya alam dan
pencapaian kemakmuran yang wajar tanpa merusak
keseimbangan ekosistem dan mengorbankan nilai-
nilai kemanusiaan.

Pendekatan ini menekankan penghindaran dari
kedua ekstrem: konsumsi berlebihan maupun
pengingkaran total terhadap kebutuhan ekonomi
masyarakat.

3. Karma dan Etika Perilaku

o

Buddhisme mengajarkan bahwa setiap perbuatan
memiliki konsekuensi (hukum Karma). Jika individu,
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perusahaan, maupun negara bertindak rakus atau
tidak bertanggung jawab, akibatnya akan berdampak
pada kerusakan lingkungan, ketidaksetaraan sosial,
hingga krisis ekonomi.

o Oleh karena itu, Ekonomi Buddhis mendorong praktik
yang melahirkan "karma baik”: pengelolaan sumber
daya yang berkelanjutan, transaksi ekonomi yang
adil, serta etika bisnis yang mengutamakan
kesejahteraan bersama.

Penjelasan Komprehensif dan Naratif: Latar Belakang Filosofis
dalam Ekonomi Buddhis

Dalam kajian Ekonomi Buddhis, terdapat tiga aspek filosofis yang
mendasari cara pandang dan praktik ekonomi: (1) Paham Buddhisme
tentang dukkha, (2) Jalan Tengah (Middle Way), dan (3) Karma beserta
Etika Perilaku. Masing-masing aspek ini tidak sekadar konsep
keagamaan, tetapi memiliki relevansi praktis yang signifikan ketika
diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh
individu, korporasi, maupun negara. Berikut ini adalah penjelasan
lebih rinci.

1. Paham Buddhisme tentang Dukkha
a. Pengertian Dukkha dalam Buddhisme

Dalam Buddhisme, dukkha berarti “penderitaan” atau
“ketidakpuasan.” Namun, makna dukkha sesungguhnya lebih luas
daripada sekadar rasa sakit fisik atau problem emosional. Dukkha juga
mencakup kondisi batin di mana seseorang senantiasa merasa kurang,
tidak tenang, dan tidak pernah benar-benar puas.

Secara filosofis, Buddhisme menekankan bahwa akar dukkha adalah
tanha (keinginan atau hasrat yang berlebihan). Bila dihubungkan
dengan perilaku ekonomi, kita bisa melihatnya dalam fenomena
konsumerisme dan pola hidup materialistis. Masyarakat yang selalu
mendambakan hal-hal material—entah itu barang mewah, status
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sosial, ataupun gaya hidup tertentu—sering kali terjebak dalam
lingkaran ketidakpuasan tiada akhir. Setiap kali sebuah keinginan
terpenuhi, akan muncul keinginan baru. Di sinilah konsep dukkha
menjadi relevan, karena hasrat yang tak terbatas akan terus memicu
penderitaan batin dan ketidakseimbangan hidup.

b. Kaitannya dengan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi modern, adanya iklan, media sosial, dan tren
konsumen yang sangat dinamis mendorong orang untuk terus membeli
lebih banyak. Akibatnya:

1. Sumber daya alam terkuras karena over-consumption.

2. Tekanan sosial muncul: orang merasa harus mengikuti standar
gaya hidup tertentu agar dianggap “mapan” atau “berhasil.”

3. Krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi makin melebar.

Dari perspektif Buddhisme, perilaku konsumtif semacam itu justru
memperbesar dukkha. Persoalan ini bukan sekadar soal moralitas
pribadi, melainkan juga berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan
lingkungan yang menurunkan kualitas hidup masyarakat luas.

2. Jalan Tengah (Middle Way)
a. Pengertian Jalan Tengah

Konsep Jalan Tengah (Majjhima Patipada) dalam Buddhisme
menekankan pendekatan yang seimbang—menghindari dua ekstrem,
yaitu pemuasan hawa nafsu secara berlebihan (hedonisme) dan
penolakan total terhadap kebutuhan duniawi (asketisme yang
berlebihan). Dalam ajaran Buddhis, kehidupan yang ideal adalah
kehidupan yang “pas,” tidak dirusak oleh keinginan ekstrem untuk
“memiliki segalanya,” tetapi juga tidak membatasi diri sampai
mengabaikan kebutuhan pokok atau perkembangan yang wajar.

b. Penerapan Jalan Tengah dalam Ekonomi

Dalam lingkup ekonomi, Jalan Tengah dapat dilihat sebagai pendekatan
yang berkembang namun bertanggung jawab. Artinya, manusia tetap
boleh memanfaatkan kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi tidak
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melupakan keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan bersama.
Beberapa contoh penerapannya:

1. Konsumsi Sewajarnya
Mengonsumsi barang dan jasa sesuai kebutuhan, tidak
berlebihan, dan berupaya mengurangi pemborosan. Misalnya,
perusahaan mulai mengadopsi green production, meminimalisir
limbah produksi, atau keluarga menerapkan gaya hidup
minimalis untuk menekan konsumsi tidak perlu.

2. Menjaga Keseimbangan Ekosistem
Investasi pada sumber energi terbarukan, perlindungan hutan,
dan praktik industri yang bertanggung jawab menjadi bagian dari
semangat Jalan Tengah. Tujuannya untuk memastikan bahwa
aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan secara permanen.

3. Kesejahteraan Sosial
Menitikberatkan pada upaya menjaga pemerataan pendapatan
dan akses sumber daya ekonomi agar ketimpangan sosial tidak
menjadi terlalu lebar. Contohnya, program corporate social
responsibility (CSR) yang dijalankan bukan sekadar formalitas,
tetapi memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat
setempat.

Dengan menerapkan Jalan Tengah, pelaku ekonomi mencoba
menyeimbangkan antara kebutuhan material dan tanggung jawab
moral. Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang
sering menitikberatkan pada pertumbuhan (growth) tanpa
mengindahkan biaya lingkungan maupun sosial.

3. Karma dan Etika Perilaku
a. Hukum Karma

Dalam Buddhisme, Karma mengajarkan bahwa setiap tindakan (fisik,
ucapan, maupun pikiran) akan menimbulkan konsekuensi tertentu,
baik langsung maupun tidak langsung, segera maupun jangka panjang.
Dalam konteks sosial dan lingkungan, karma dapat diartikan sebagai
konsekuensi yang muncul dari aktivitas manusia terhadap alam dan
sesama.
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« Karma Buruk: ketika perusahaan mengeksploitasi sumber daya
alam secara berlebihan atau melakukan korupsi dan praktik
bisnis tak etis, dampaknya bisa berupa kerusakan ekosistem,
konflik sosial, hingga krisis ekonomi.

. Karma Baik: ketika individu, perusahaan, atau pemerintah
berbuat adil, transparan, dan bertanggung jawab, hasilnya adalah
masyarakat yang lebih harmonis, lingkungan yang terjaga, serta
stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

b. Etika Perilaku dalam Ekonomi

Dalam Ekonomi Buddhis, penekanan besar diletakkan pada etika.
Pelaku ekonomi dianjurkan untuk mempertimbangkan dampak dari
keputusan ekonominya, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi.
Beberapa prinsip etika Buddhis dalam bisnis antara lain:

1. Niat Baik (Right Intention)
Sebelum melakukan transaksi atau kebijakan ekonomi, penting
untuk menilai niat dan tujuan. Apakah tujuannya hanya mengeruk
laba semata? Ataukah ada niat untuk meningkatkan
kesejahteraan karyawan, konsumen, dan masyarakat umum?

2. Ucapan Benar (Right Speech)
Dalam bisnis, kejujuran dalam promosi dan laporan keuangan
adalah bentuk dari Right Speech. Perusahaan yang memanipulasi
data keuangan demi menarik investor, misalnya, melanggar
prinsip etika dan pada akhirnya akan menuai konsekuensi (karma
buruk) dalam bentuk hilangnya kepercayaan pasar.

3. Tindakan Benar (Right Action)
Ini berkaitan dengan bagaimana proses produksi dan distribusi
barang atau jasa dijalankan. Jika perusahaan melanggar hak
asasi buruh, membuang limbah secara sembarangan, atau
memanipulasi harga di pasar, maka perusahaan tersebut
melanggar Tindakan Benar. Dampaknya bisa menjadi boikot
konsumen, sanksi hukum, atau bahkan terjadinya krisis internal.

4. Penghidupan Benar (Right Livelihood)
Prinsip ini menekankan bahwa mata pencaharian seharusnya
tidak merugikan makhluk lain. Misalnya, bisnis yang
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mengandalkan industri senjata atau perdagangan narkotika
secara jelas bertentangan dengan prinsip ini. Dalam perspektif
lebih luas, bentuk investasi yang menghancurkan lingkungan juga
bisa dianggap bertentangan dengan Right Livelihood.

Studi Kasus dan Diskusi

Studi Kasus Singkat:

Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Ekonomi Buddhis dapat dilihat
dari Sufficiency Economy di Thailand, yang dipopulerkan oleh Raja
Bhumibol Adulyadej. Prinsip ini menekankan kehidupan yang cukup,
berkelanjutan, dan beretika, sehingga rakyat dianjurkan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi pertanian dengan metode organik.
2. Membangun usaha kecil berbasis kearifan lokal.
3. Mempraktikkan kehidupan sederhana dan hemat.

Hasilnya, banyak komunitas pedesaan di Thailand berhasil mandiri dan
tidak terlalu terpapar gejolak ekonomi global. Pendekatan ini
membuktikan bahwa ekonomi yang mengedepankan Jalan Tengah dan
etika dapat mengurangi dukkha serta memperkuat ketahanan sosial.

Diskusi Lebih Lanjut:

1. Tantangan Globalisasi
Di era globalisasi, masyarakat sering tergiur untuk mengikuti arus
konsumerisme global. Barang impor, tren media sosial, dan gaya
hidup mewah menjadi “standar kesuksesan” baru. Bagaimana
cara menerapkan nilai Buddhisme tentang kesederhanaan di
tengah derasnya arus konsumsi semacam ini? Jawabannya
terletak pada edukasi, kebijakan pemerintah yang pro-
lingkungan, serta kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap
lebih kritis terhadap dorongan konsumsi berlebihan.

2. Keberlanjutan dan Teknologi
Teknologi modern bukanlah musuh dari Ekonomi Buddhis.
Justru, teknologi bisa diarahkan untuk menghasilkan efisiensi
produksi, menekan pencemaran, dan memudahkan akses
pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan

23



distribusi manfaat teknologi yang adil, serta menghindari
penggunaan teknologi yang hanya memaksimalkan keuntungan
segelintir pihak sambil membebani lingkungan.

3. Integrasi Nilai Kebajikan dalam Bisnis
Perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip
Buddhis cenderung memerhatikan kesejahteraan karyawan,
rantai pasok yang adil, serta menjaga integritas dalam hal
keuangan. Tak jarang, pendekatan ini menciptakan loyalitas
konsumen dan citra positif, sehingga perusahaan juga
diuntungkan dalam jangka panjang. Meski begitu, masih banyak
perusahaan yang berfokus pada laba jangka pendek dan
mengabaikan etika. Pertarungan antara “etika” dan “efisiensi
semu” ini menjadi perdebatan tak henti dalam dunia bisnis
modern.

Penutup

Ketiga elemen filosofis—dukkha, Jalan Tengah, dan Karma—
membentuk kerangka dasar Ekonomi Buddhis yang menekankan
kesadaran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Pengajaran tentang
dukkha memberi peringatan akan bahaya nafsu tak terbatas dan
konsumsi berlebihan. Jalan Tengah menghadirkan solusi berupa
keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan keberlanjutan.
Sementara itu, prinsip Karma dan Etika Perilaku menekankan bahwa
setiap tindakan ekonomi berdampak luas, sehingga pelaku ekonomi
harus mempertimbangkan kesejahteraan bersama.

Dalam praktiknya, menerapkan Ekonomi Buddhis tidak selalu mudah
karena bertentangan dengan arus utama ekonomi yang sangat
kompetitif. Namun, nilai-nilai Buddhis ini menawarkan pendekatan
yang lebih holistik dan humanis, memberikan ruang bagi aspek moral,
lingkungan, dan sosial sebagai pertimbangan penting dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Jika diterapkan secara konsisten,
pendekatan ini mampu menciptakan kehidupan yang lebih harmonis,
berkelanjutan, dan bebas dari lingkaran dukkha yang sering muncul
akibat materialisme tak terkontrol.
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2. Prinsip-prinsip Utama dalam Ekonomi Buddhis

1. Kesadaran dan Batin Sehat (Right Mindfulness)

o

Dalam Buddhisme, kesadaran utuh akan diri sendiri
dan lingkungan sangatlah penting. Di bidang
ekonomi, kesadaran ini mengarah pada keputusan
konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Contoh: Sebelum membeli suatu barang, seseorang
diajak untuk mempertanyakan, “Apakah saya benar-
benar membutuhkannya?” "“Bagaimana dampak
produk ini terhadap lingkungan, pekerja, dan
masyarakat?”

2. Pengurangan Keserakahan (Less is More)

o

Salah satu ajaran inti Buddhis adalah mengurangi
keserakahan (greed), yang sering menjadi pemicu
ketimpangan dan kerusakan alam. Tujuan utama
ekonomi tidak hanya pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB), melainkan bagaimana menciptakan
kehidupan yang cukup dan bermakna (meaningful

life).

Dengan menekankan hidup sederhana dan
kesetimbangan, masyarakat akan lebih fokus pada
upaya pembentukan kesejahteraan yang merata
daripada sekadar akumulasi kekayaan.

3. Kesejahteraan Internal (Inner Well-being)

o

“Kekayaan” atau “well-being” dalam Ekonomi
Buddhis tidak diukur semata oleh besarnya
pendapatan atau konsumsi, melainkan juga oleh
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tingkat kebahagiaan, kedamaian batin, dan
kemampuan membangun relasi sosial yang sehat.

o Indikator ini tercermin, misalnya, dalam konsep
Gross National Happiness (GNH) di Bhutan.
Pemerintah di sana menilai pembangunan tidak
hanya dari segi pendapatan per kapita, tetapi juga
kebahagiaan, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian
budaya.

4. Penghormatan terhadap Alam

o Buddhisme melihat manusia sebagai bagian tak
terpisahkan dari alam. Pemanfaatan sumber daya
alam yang berlebihan, penebangan hutan,
pencemaran air, dan ekses industri dipandang tidak
selaras dengan nilai-nilai Buddhisme.

o Dalam Ekonomi Buddhis, lingkungan tidak semata
menjadi “objek” eksploitasi. Sebaliknya, dijaga untuk
keberlanjutan (sustainability) bagi generasi
mendatang.

5. Keadilan Sosial dan Solidaritas

o Ekonomi Buddhis menekankan welas asth (karuna)
dan altruisme. Artinya, sistem ekonomi mesti
dibangun supaya tidak terjadi ketimpangan sosial
ekstrim.

o Sektor industri, perdagangan, dan investasi harus
mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti
upah yang adil dan kondisi kerja yang layak, bukan
berfokus pada laba semata.

Penjelasan Komprehensif dan Naratif: Prinsip-prinsip Utama
dalam Ekonomi Buddhis

26



Dalam perspektif Buddhisme, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan
dari kondisi batin manusia. Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi
konvensional, yang cenderung berfokus pada hal-hal kuantitatif seperti

produksi, konsumsi, dan laba semata. Ekonomi Buddhis justru

menekankan aspek kesejahteraan holistik, mencakup kondisi rohani,

lingkungan, hingga keadilan sosial. Berikut lima prinsip utama yang

menjadi pilar dalam Ekonomi Buddhis:

1. Kesadaran dan Batin Sehat (Right Mindfulness)

a. Landasan Filosofis

Dalam Buddhisme, salah satu elemen Eightfold Path adalah Right
Mindfulness—kesadaran yang utuh, jernih, dan terarah terhadap apa
pun yang tengah dijalani. Prinsip ini menuntun individu untuk sadar
sepenuhnya atas akibat tindakannya pada dirinya sendiri, orang lain,

dan alam semesta.

b. Aplikasi dalam Aktivitas Ekonomi

Ketika dihubungkan dengan kegiatan ekonomi, Right Mindfulness

mendorong individu maupun perusahaan untuk:

1. Berpikir Panjang (Long-Term Thinking)
Sebelum membeli atau memproduksi suatu barang, pelaku

ekonomi perlu memikirkan dampak jangka panjang, baik sosial

maupun lingkungan. Misalnya, perusahaan tidak hanya
memikirkan keuntungan langsung, tetapi juga

mempertimbangkan limbah atau jejak karbon yang dihasilkan.

. Bertanya “Mengapa?”

Seorang konsumen yang sadar akan bertanya, “Apakah saya
benar-benar memerlukan barang ini, atau hanya tergoda tren?”
Pertanyaan seperti ini dapat membantu mengendalikan pola
konsumsi berlebihan serta meminimalkan budaya impulse
buying.

. Keterbukaan Informasi

Secara ideal, pelaku bisnis yang menerapkan Right Mindfulness
akan memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang
produk, termasuk dampak produksinya bagi lingkungan dan
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masyarakat. Ini memungkinkan konsumen membuat keputusan
lebih bertanggung jawab.

c. Contoh Kasus

Sebuah keluarga di perkotaan memutuskan untuk mulai menerapkan
gaya hidup minimalis. Mereka hanya membeli pakaian baru saat benar-
benar dibutuhkan, beralih ke produk ramah lingkungan, dan secara
berkala menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai agar dapat
dimanfaatkan orang lain. Hasilnya, mereka tidak hanya menghemat
biaya, tetapi juga merasa lebih tenang secara psikologis, karena
terhindar dari kekhawatiran akan kekurangan hal-hal yang sebenarnya
tidak esensial.

2. Pengurangan Keserakahan (Less is More)
a. Konsep “Less is More” dalam Buddhisme

Ajaran Buddhisme menekankan moderasi—tidak berlebihan dalam hal
apa pun. Keserakahan (greed) dipandang sebagai salah satu akar
penderitaan (dukkha). Ketika manusia mengejar kepemilikan materi
tanpa batas, hal itu justru menimbulkan kegelisahan dan
ketidakpuasan. Prinsip “Less is More” menegaskan bahwa
kesederhanaan dapat membawa lebih banyak kedamaian dan
kebahagiaan ketimbang akumulasi materi yang melimpabh.

b. Implikasi dalam Ekonomi

1. Bukan Hanya Tentang PDB
Sistem ekonomi yang terlalu berfokus pada pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) sering kali mengabaikan efek samping
berupa eksploitasi sumber daya alam atau ketimpangan sosial.
Prinsip Less is More menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi
hendaknya diimbangi dengan pemerataan dan keberlanjutan.

2. Mendorong Distribusi Berkeadilan
Ketika masyarakat tidak terobsesi menumpuk kekayaan, maka
akan ada ruang untuk berbagi. Hal ini dapat meringankan beban
kelompok miskin dan menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat.

c. Contoh Kasus
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Beberapa komunitas di Jepang mempraktikkan falsafah ikigai, yang
serupa dengan konsep Less is More. Mereka fokus pada hal-hal yang
memiliki makna mendalam—pekerjaan yang bermanfaat, relasi sosial
yang hangat, dan gaya hidup yang tidak berlebihan. Akibatnya,
komunitas-komunitas ini memiliki tingkat stres lebih rendah dan
kualitas hidup yang lebih baik, meskipun secara materi mungkin tidak
semewah kota-kota metropolitan besar.

3. Kesejahteraan Internal (Inner Well-being)
a. Pengertian Inner Well-being

Dalam Ekonomi Buddhis, well-being atau kesejahteraan tidak sekadar
berhubungan dengan kemakmuran material. Lebih dari itu, inner well-
being mencakup kebahagiaan batin, kedamaian pikiran, dan
hubungan sosial yang harmonis. Hal ini sejalan dengan keyakinan
bahwa penderitaan manusia bersumber dari batin yang gelisah akibat
hasrat tak terbatas.

b. Tolok Ukur Alternatif: Gross National Happiness (GNH)

Bhutan menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara
mengembangkan indikator pembangunan yang tidak hanya berfokus
pada pendapatan per kapita. Mereka memiliki konsep Gross National
Happiness (GNH), yang memasukkan unsur:

1. Kelestarian Lingkungan
2. Pelestarian Budaya

3. Kesehatan Fisik dan Mental
4. Pendidikan

5. Pemerintahan yang Baik

Hasilnya, meskipun Bhutan bukan negara kaya dalam ukuran PDB,
penduduknya relatif memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi serta
tradisi dan alam yang terjaga dengan baik.

c. Relevansi di Dunia Modern
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Banyak masyarakat modern mengalami “the rat race” atau perlombaan
tak berujung untuk meraih status sosial dan finansial. Akibatnya,
tingkat stres, depresi, dan kecemasan meningkat. Ekonomi Buddhis
mengingatkan kita bahwa cukup itu bisa berarti bahagia, dan indikator
keberhasilan hidup tidak melulu diukur dari seberapa besar gaji atau
seberapa megah rumah yang dimiliki.

4. Penghormatan terhadap Alam
a. Manusia Sebagai Bagian dari Ekosistem

Menurut ajaran Buddhisme, manusia tidak berdiri di atas alam,
melainkan menyatu di dalamnya. Dengan demikian, eksploitasi alam
tanpa batas dinilai sebagai perilaku tidak arif yang akan membawa
akibat buruk bagi semua makhluk, termasuk manusia sendiri.

b. Implikasi pada Kebijakan Lingkungan

1. Konservasi Sumber Daya
Ekonomi Buddhis menegaskan perlunya menjaga keseimbangan
ekosistem, sehingga sumber daya alam tidak habis hanya demi
keuntungan sesaat.

2. Produksi Berkelanjutan
Industri diharapkan beralih ke model circular economy,
meminimalkan limbah, dan menggunakan energi terbarukan.

3. Tanggung Jawab Korporasi
Korporasi tidak sekadar mencari laba, tetapi juga wajib
bertanggung jawab atas dampak lingkungannya, termasuk
rehabilitasi ekosistem yang rusak.

c. Contoh Kasus

Berbagai kelompok green business di Eropa dan Amerika sudah
mengintegrasikan prinsip Buddhisme (seperti mindfulness dan
tanggung jawab sosial) dalam model bisnis mereka. Perusahaan yang
menerapkan zero waste dan emisi karbon rendah berusaha
meminimalkan jejak ekologis, serta memberikan edukasi kepada
konsumen agar lebih bijak dalam mengonsumsi. Hal ini selaras dengan
cita-cita Buddhis untuk menjaga harmoni dengan alam.
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5. Keadilan Sosial dan Solidaritas
a. Welas Asih (Karuna) dan Altruisme

Dalam Buddhisme, terdapat konsep karuna (welas asih) yang
menitikberatkan pada kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain.
Aksi nyata dari karuna ini berupa upaya membangun sistem sosial-
ekonomi yang inklusif dan adil. Artinya, produksi dan distribusi
barang/jasa seharusnya tidak mengeksploitasi atau meminggirkan
kelompok tertentu demi keuntungan segelintir elit.

b. Upaya Mengatasi Ketimpangan

1. Upah dan Kondisi Kerja yang Layak
Ekonomi Buddhis menolak praktik sweatshop atau kerja paksa
demi efisiensi biaya produksi. Setiap pekerja berhak atas
lingkungan kerja manusiawi dan penghargaan yang sesuai.

2. Redistribusi Kekayaan
Pemerintah dan sektor swasta dianjurkan untuk melakukan
kebijakan yang membantu pemerataan, seperti subsidi
pendidikan, kesehatan gratis, atau pajak progresif bagi individu
dan perusahaan kaya.

c¢. Contoh Kasus

Kebijakan Sufficiency Economy di Thailand yang diprakarsai oleh Raja
Bhumibol Adulyadej menekankan prinsip kesederhanaan,
kemandirian, dan pembangunan yang terukur. Program ini memacu
masyarakat, terutama di pedesaan, untuk membentuk koperasi,
mempelajari teknik pertanian berkelanjutan, serta membangun
jaringan solidaritas dalam komunitas. Efeknya adalah peningkatan
kesejahteraan dan penurunan ketimpangan antara daerah perkotaan
dan pedesaan.

Diskusi dan Refleksi

1. Tantangan Implementasi di Era Kapitalisme
Prinsip-prinsip Ekonomi Buddhis sering dianggap “idealistik” dan
sulit diimplementasikan di tengah persaingan pasar global.
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Namun, banyak inisiatif lokal yang telah membuktikan bahwa
pendekatan semacam ini bisa sukses, asalkan didukung oleh
komunitas yang solid dan kebijakan yang konsisten.

. Peran Teknologi

Teknologi dapat menjadi sarana memperluas praktik ekonomi
yang bertanggung jawab, misalnya dengan transparansi rantai
pasokan (supply chain), pengembangan energi terbarukan, dan
platform digital yang memudahkan konsumsi kolaboratif.
Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan inovasi
teknologi agar tidak melanggengkan keserakahan atau
ketimpangan baru.

. Membangun Kesadaran Individu

Meskipun kebijakan makro sangat penting, perubahan
sebenarnya dimulai dari kesadaran individu. Setiap orang perlu
merefleksikan motif di balik keputusan ekonominya—apakah
untuk keperluan sejati atau sekadar keinginan sesaat. Semakin
banyak individu yang berfokus pada kesejahteraan internal,
semakin kuat pula tuntutan akan sistem ekonomi yang lebih adil
dan berkelanjutan.

. Pandangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Buddhis tidak menolak pertumbuhan, tetapi
menggarisbawahi bahwa pertumbuhan harus berkualitas—
maksudnya, dapat meningkatkan kesejahteraan batin,
melestarikan alam, dan membangun solidaritas sosial.
Pertumbuhan ekonomi yang sekadar menambah angka PDB tanpa
memperhitungkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial,
pada akhirnya dapat menyebabkan lebih banyak penderitaan.

Penutup

Kelima prinsip utama—Kesadaran dan Batin Sehat, Pengurangan
Keserakahan, Kesejahteraan Internal, Penghormatan terhadap
Alam, serta Keadilan Sosial dan Solidaritas—menunjukkan bahwa
Ekonomi Buddhis adalah lebih dari sekadar teori alternatif. Ia adalah
model kehidupan yang holistik, mengintegrasikan spiritualitas, etika,
dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.
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Penerapan nilai-nilai ini memang tidak selalu mudah di tengah sistem
ekonomi global yang sangat kompetitif. Namun, semakin banyak contoh
nyata yang membuktikan bahwa pendekatan Buddhis dalam ekonomi
bisa menghasilkan keseimbangan antara kemajuan dan
keharmonisan, menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan
berkelanjutan. Ini adalah ajakan bagi semua pelaku ekonomi—individu,
korporasi, dan pemerintah—untuk mulai mempertimbangkan
kesejahteraan batin dan tanggung jawab moral sebagai fondasi
kebijakan dan tindakan ekonominya.
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3. Perbedaan Ekonomi Buddhis dengan Ekonomi
ArusUtama = ...

1. Orientasi Tujuan

o Ekonomi Konvensional: Pertumbuhan (growth),
efisiensi, dan maksimisasi profit/income menjadi
tolak ukur keberhasilan.

o Ekonomi Buddhis: Kebahagiaan, keberlanjutan, dan
kesejahteraan rohani maupun jasmani menjadi titik
pusat pengambilan keputusan ekonomi.

2. Cara Pandang terhadap Sumber Daya

o Ekonomi Konvensional: Cenderung memandang
sumber daya sebagai faktor produksi yang dapat
dioptimalkan untuk pertumbuhan.

o Ekonomi Buddhis: Memandang sumber daya alam
sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus
dijaga dalam kerangka tanggung jawab
antargenerasi (intergenerational responsiblility).

3. Kriteria Sukses

o Ekonomi Konvensional: Ukuran sukses yang umum
adalah PDB (GDP), laba perusahaan, produktivitas,
dan jumlah konsumsi.

o Ekonomi Buddhis: Diukur dengan kesejahteraan
holistik, misalnya tingkat kebahagiaan, kecukupan
material, pelestarian lingkungan, serta harmoni
sosial.

Penjelasan Komprehensif dan Naratif: Perbedaan Ekonomi Buddhis
dengan Ekonomi Arus Utama
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Ketika membandingkan Ekonomi Arus Utama (konvensional) dengan
Ekonomi Buddhis, kita akan menemukan perbedaan mendasar yang
bukan hanya soal alat analisis atau kebijakan tertentu, melainkan juga
cara pandang yang lebih luas terhadap tujuan ekonomi, sumber daya,
dan kriteria sukses. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur:

1. Orientasi Tujuan
a. Ekonomi Konvensional: Pertumbuhan dan Maksimisasi Laba

Secara umum, ekonomi konvensional memusatkan perhatian pada
konsep pertumbuhan (growth) dan efisiensi. Tujuan utamanya sering
diringkas menjadi:

1. Memaksimalkan laba (profit) dan pendapatan (income), baik di
level mikro (perusahaan) maupun makro (negara).

2. Meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) atau indikator
serupa sebagai tanda perkembangan ekonomi.

Bagi sebagian besar pelaku ekonomi konvensional, peningkatan
kapasitas produksi dan konsumsi dianggap sebagai motor penggerak
kemakmuran. Akumulasi kapital dipandang sebagai kunci agar suatu
negara atau perusahaan memiliki daya saing yang kuat di pasar global.

b. Ekonomi Buddhis: Kebahagiaan, Keberlanjutan, dan
Kesejahteraan Holistik

Berbeda dari pendekatan konvensional, Ekonomi Buddhis berangkat
dari asumsi bahwa kesejahteraan batin dan keselarasan dengan
lingkungan sama pentingnya—bahkan mungkin lebih penting—
daripada sekadar pertumbuhan material. Tujuan Ekonomi Buddhis
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencapai kebahagiaan (happiness) dan kedamaian batin
(inner peace), baik bagi individu maupun masyarakat.

2. Menjaga keberlanjutan (sustainability) sumber daya alam
sehingga memenuhi tanggung jawab antargenerasi.

3. Mengupayakan hidup yang cukup dan bermakna (meaningful
life), bukan hidup yang sarat dengan konsumsi berlebihan.
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Dalam hal ini, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk
menambah kekayaan, tetapi juga untuk memupuk rasa tanggung
jawab moral, solidaritas, dan kasih sayang (compassion)
antarsesama makhluk hidup.

2. Cara Pandang terhadap Sumber Daya
a. Ekonomi Konvensional: Sumber Daya sebagai Faktor Produksi

Pendekatan konvensional melihat sumber daya alam, manusia, dan
modal sebagai faktor produksi yang harus dioptimalkan. Aspek utama:

1. Optimalisasi dan Efisiensi: Bagaimana memaksimalkan output
dengan input seminimal mungkin?

2. Daya Saing: Sumber daya yang melimpah dan mudah
dieksploitasi kerap digunakan sebagai keunggulan kompetitif.

3. Penentuan Nilai Berdasarkan Pasar: Penilaian ekonomi
terhadap sumber daya kerap didasarkan pada harga pasar, yang
tidak selalu mencerminkan biaya lingkungan atau sosial.

Paradigma ini memandang alam sebagai “supply” yang bisa diolah
untuk memuaskan permintaan pasar, sedangkan isu pelestarian alam
sering kali menjadi perhatian tersier, kecuali jika ada regulasi ketat
atau ketika kerusakan lingkungan sudah mempengaruhi profit.

b. Ekonomi Buddhis: Sumber Daya sebagai Bagian Integral
Kehidupan

Dalam Ekonomi Buddhis, sumber daya alam dilihat sebagai bagian
integral dari ekosistem yang mendukung kehidupan secara
menyeluruh. Konsekuensinya:

1. Tanggung Jawab Antargenerasi: Manusia harus menjaga alam
demi kehidupan generasi mendatang, tidak semata
mengeksploitasi untuk keuntungan saat ini.

2. Ekonomi Berlandaskan Kearifan Lokal: Ekonomi Buddhis kerap
mendorong pemanfaatan sumber daya berdasarkan prinsip
sufficiency dan kesadaran ekologis.
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3. Nilai Batin Lebih Tinggi daripada Nilai Materiil: Menghormati
alam bukan hanya karena alasan material, tapi juga karena
kesadaran spiritual bahwa seluruh makhluk saling terhubung
(interconnectedness).

Pendekatan semacam ini kerap tercermin dalam kebijakan yang
mendukung konservasi, pertanian organik, energi terbarukan, dan pola
konsumsi minimalis.

3. Kriteria Sukses

a. Ekonomi Konvensional: PDB, Laba, Produktivitas, dan Jumlah
Konsumsi

Keberhasilan ekonomi arus utama umumnya diukur melalui angka-
angka kuantitatif, antara lain:

1. Produk Domestik Bruto (PDB/GDP): Indikator yang menilai total
nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode
tertentu.

2. Laba Perusahaan: Tingginya profit menandakan efisiensi dan
daya saing korporasi.

3. Pertumbuhan Konsumsi: Semakin tinggi konsumsi masyarakat,
semakin dinilai “maju” ekonomi tersebut.

Kendati metrik semacam itu penting untuk memahami skala dan
kecepatan pertumbuhan, mereka kerap mengabaikan dampak sosial
(ketimpangan) atau kerugian lingkungan (polusi, deforestasi).

b. Ekonomi Buddhis: Kesejahteraan Holistik dan Harmoni Sosial

Sementara itu, Ekonomi Buddhis menggunakan kriteria yang lebih
kualitatif dan holistik, contohnya:

1. Kebahagiaan dan Kesejahteraan Batin: Pengurangan stres,

kecemasan, dan penderitaan batin jadi indikator penting kualitas
hidup.

2. Kecukupan Material dan Pelestarian Lingkungan: Apakah
pemenuhan kebutuhan berjalan seimbang dengan kelestarian
alam?
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3. Harmoni Sosial: Apakah masyarakat hidup dalam suasana yang
saling mendukung, adil, dan minim konflik?

Munculnya indeks seperti Gross National Happiness (GNH) di Bhutan
mencerminkan pendekatan ini, di mana pembangunan ekonomi harus
berjalan seiring dengan pelestarian budaya, kesehatan rohani, dan
kondisi lingkungan yang terjaga.

Diskusi dan Contoh Kasus

1. Studi Kasus Bhutan

@)

Negara ini dikenal dengan konsep Gross National
Happiness (GNH). Selain pembangunan fisik, mereka
menilai kesuksesan dari seberapa bahagia warganya,
bagaimana budaya lokal tetap terjaga, dan bagaimana
lingkungan terawat.

Kendati PDB Bhutan tidaklah sebesar negara maju, konsep
GNH memberi contoh bahwa kemajuan tidak melulu diukur
dengan angka ekonomi, melainkan dengan kebahagiaan dan
keselarasan dengan alam.

2. Perusahaan Sosial dan Ekonomi Buddhis

@)

Beberapa perusahaan sosial yang terinspirasi dari prinsip
Buddhisme berupaya menyeimbangkan laba dengan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Misalnya,
perusahaan yang memproduksi barang-barang ramah
lingkungan, memperkerjakan masyarakat marjinal dengan
upah yang wajar, dan menerapkan kebijakan limbah nol
(zero waste).

Meski kadang keuntungannya tidak seagresif perusahaan
konvensional, pendekatan ini mendorong kestabilan jangka
panjang dan mengurangi konflik kepentingan dengan
komunitas lokal.

3. Tantangan dalam Skala Global

o

Sistem ekonomi global sering mendorong negara dan
perusahaan untuk berkompetisi mencapai pertumbuhan
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secepat-cepatnya, terkadang dengan mengorbankan
kesejahteraan pekerja atau kelestarian alam.

Bagi Ekonomi Buddhis, tantangan ini memunculkan
pertanyaan: Mungkinkah mengintegrasikan aspek
kebahagiaan dan keberlanjutan dalam mekanisme pasar
yang keras? Jawabannya mungkin “ya,” tetapi memerlukan
kebijakan publik yang kuat, edukasi sosial, dan perubahan
pola pikir konsumen.

Refleksi dan Opini

1. Relevansi Ekonomi Buddhis
Dalam era di mana krisis lingkungan dan ketimpangan sosial kian
mengemuka, pemikiran Buddhis menawarkan solusi alternatif. Ia
mengingatkan kita bahwa ekonomi seharusnya melayani
kebutuhan sejati manusia, bukan sebaliknya.

2. Mengombinasikan Unsur Kuat dari Keduanya

@)

Ekonomi konvensional memiliki keunggulan dalam efisiensi
dan inovasi teknologi, sedangkan Ekonomi Buddhis
menegaskan kesejahteraan yang lebih manusiawi dan
berkelanjutan.

Sebuah pendekatan gabungan mungkin akan membawa
sinergi yang bermanfaat—memanfaatkan tekonologi
modern dan prinsip pasar, namun tetap menekankan
tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.

3. Pentingnya Kesadaran Individu dan Kolaborasi Kolektif

o

Perubahan pola konsumsi dan produksi tidak bisa hanya
menunggu inisiatif elit politik atau pemimpin perusahaan.
Masyarakat luas, termasuk individu dan komunitas, perlu
menyadari bahwa kebahagiaan tidak semata berasal dari
kepemilikan materi.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan
komunitas religius dapat menciptakan kebijakan atau
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program inovatif yang lebih selaras dengan prinsip
“pertumbuhan yang berkualitas” (quality growth).

Penutup

Perbedaan antara Ekonomi Buddhis dan Ekonomi Arus Utama terletak
pada tujuan, cara pandang terhadap sumber daya, dan kriteria
sukses. Ekonomi konvensional menekankan pertumbuhan, efisiensi,
dan laba, sedangkan Ekonomi Buddhis mementingkan kebahagiaan,
keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik. Keduanya tidak harus saling
meniadakan; terdapat ruang dialog dan kemungkinan memadukan
elemen terbaik dari masing-masing pendekatan.

Terlebih dalam konteks abad ke-21, krisis iklim, ketidaksetaraan, serta
pencarian makna hidup menjadikan nilai-nilai Buddhis—seperti
kesederhanaan, kesadaran penuh, dan welas asih—semakin relevan.
Harapannya, kita dapat membangun sistem ekonomi yang tidak hanya
menghasilkan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, kualitas
hidup, dan keharmonisan dengan alam.
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4. Contoh Aplikasi Nyata = .......

1. Kebijakan Gross National Happiness (GNH) di Bhutan

o Salah satu contoh signifikan penerapan prinsip
Ekonomi Buddhis adalah kebijakan GNH di Bhutan.
Pemerintah Bhutan menetapkan empat pilar GNH:
(1) Pembangunan Sosial-Ekonomi yang
Berkelanjutan, (2) Pelestarian Lingkungan, (3)
Pelestarian Budaya, dan (4) Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik.

o Hasilnya, meski Bhutan tidak "kaya” darti sisi
pendapatan per kapita, warga Bhutan consistently
melaporkan tingkat kepuasan hidup yang tingg..
Bhutan juga banyak menarik perhatian dunia melalui
kebijakan pembatasan pariwisata massal guna
menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

2. Koperasi Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

o Di beberapa desa di Asia Tenggara, masyarakat
mempraktikkan sistem pertanian organik dan
koperasi demi menghindari dominasi perusahaan
multinasional yang kerap mengubah pola tanam
lokal.

o Koperasi tersebut dijalankan dengan prinsip saling
berbagi hasil dan tanggung jawab, menghindari riba,
dan memastikan keuntungan secara adil bagi semua
anggota. Sejalan dengan spirit Ekonomi Buddhis,
yaitu meminimalkan keserakahan dan memastikan
kesejahteraan komunitas.

3. Usaha Sosial dan Kewirausahaan Sosial
o Beberapa negara seperti Thailand dan Myanmar

banyak memiliki social enterprises yang mengusung
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prinsip Buddhisme dalam membantu masyarakat
tidak mampu, memberdayakan perempuan, dan
menjaga lingkungan.

o Misalnya, perusahaan kerajinan tangan yang
mempekerjakan lansia atau penyandang disabilitas
dengan upah layak, memastikan rantai pasokan
transparan, serta menjaga keaslian kearifan lokal
dan lingkungan.

4. Gerakan Downshifting atau Gaya Hidup Minimalis

o Di wilayah urban modern, muncul gerakan
“downshifting” atau “minimalist lifestyle” yang
sejalan dengan prinsip Ekonomi Buddhis: membatasi
konsumsi berlebihan, mengurangi sampah, dan
memprioritaskan kualitas hidup dibanding kuantitas
harta.

o Masyarakat yang menganut gaya hidup ini
cenderung memiliki pandangan kritis terhadap
budaya konsumerisme. Mereka memilih tidak terikat
dengan barang mewah, sebaliknya fokus pada
pengembangan diri, hubungan sosial, dan kesehatan
mental.

Penjelasan Komprehensif dan Naratif: Contoh Aplikasi Nyata
Ekonomi Buddhis

Ekonomi Buddhis bukan semata teori yang bersifat idealis atau utopis.
Di beberapa belahan dunia, prinsip-prinsip seperti kesederhanaan,
kesadaran penuh, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan telah
diimplementasikan—baik oleh pemerintah, lembaga swadaya,
koperasi, hingga komunitas urban. Berikut empat contoh nyata yang
mencerminkan aplikasi Ekonomi Buddhis dalam berbagai konteks:

1. Kebijakan Gross National Happiness (GNH) di Bhutan
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a. Latar Belakang dan Empat Pilar GNH

Bhutan dikenal luas karena kebijakan Gross National Happiness
(GNH), yang diperkenalkan untuk menyeimbangkan pembangunan
ekonomi dengan kebahagiaan dan keberlanjutan. Ada empat pilar
utama GNH:

1. Pembangunan Sosial-Ekonomi yang Berkelanjutan
Pembangunan di Bhutan diarahkan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat sekaligus memastikan tidak ada eksploitasi
berlebihan terhadap sumber daya alam. Proyek infrastruktur atau
industri dilihat dari dampak jangka panjang, termasuk efeknya
terhadap ekosistem dan budaya lokal.

2. Pelestarian Lingkungan
Bhutan memprioritaskan upaya konservasi hutan, lahan
pertanian organik, dan perlindungan terhadap keanekaragaman
hayati. Faktanya, sekitar 70% wilayah Bhutan masih berupa
hutan, dan konstitusi mereka mengamanatkan minimal 60%
hutan harus selalu terjaga.

3. Pelestarian Budaya
Pemertahanan tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lokal dianggap sama
pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi. Bhutan memiliki
regulasi membatasi pariwisata massal; visa turis cukup mahal
dan dibatasi kuotanya, dengan tujuan menjaga orisinalitas
budaya dan lingkungan setempat.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pemerintah Bhutan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan
keberpihakan pada kepentingan rakyat. Berbagai program
publik—seperti pendidikan dan kesehatan gratis—menunjukkan
komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan kolektif.

b. Dampak dan Pelajaran

Walau Bhutan bukan negara dengan PDB tinggi, mayoritas warganya
melaporkan tingkat kepuasan hidup yang tinggi. Mereka juga relatif
tahan terhadap arus globalisasi yang sering memicu konsumerisme
berlebihan. Kebijakan GNH telah menarik perhatian dunia, karena
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menunjukkan bahwa “kemajuan” tak harus selalu berujung pada
kerusakan alam dan pemusatan kekayaan.

Pelajaran: Konsep GNH mempraktikkan prinsip-prinsip inti Ekonomi
Buddhis: keseimbangan, tanggung jawab antargenerasi, dan fokus pada
kebahagiaan batin. Meski tidak bebas dari tantangan—misalnya,
generasi muda Bhutan mulai terekspos gaya hidup modern—kebijakan
ini menjadi model inspiratif bagi negara lain yang ingin
menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan aspek spiritual,
budaya, dan lingkungan.

2. Koperasi Pertanian Berbasis Kearifan Lokal
a. Menghadapi Dominasi Perusahaan Multinasional

Di banyak wilayah Asia Tenggara, pertanian menjadi sektor penting,
tetapi kerap terkendala masuknya perusahaan multinasional yang
mengubah pola tanam lokal. Para petani sering terjebak utang
(misalnya dari pembelian benih hibrida mahal atau pestisida kimiawi),
dan kedaulatan pangan lokal terancam.

b. Prinsip Koperasi dalam Semangat Ekonomi Buddhis
Koperasi pertanian berbasis kearifan lokal biasanya mengusung nilai:

1. Gotong Royong dan Saling Membantu
Petani bergabung untuk menekan biaya produksi, berbagi
pengetahuan tentang pertanian organik, dan menjaga harga jual
agar tetap stabil.

2. Transparansi dan Keadilan
Setiap anggota punya hak suara dalam pengambilan keputusan.
Laba distribusikan secara merata berdasarkan kontribusi.

3. Minimalkan Riba
Beberapa koperasi menerapkan sistem pinjaman tanpa bunga
atau bunga sangat rendah, untuk mencegah petani jatuh dalam
lingkaran utang berkepanjangan.

c. Hasil Nyata
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« Pertanian Organik Berkembang: Dengan pola tanam yang
sesuai kearifan lokal, lahan menjadi lebih subur jangka panjang,
dan ketergantungan pada bahan kimia berkurang.

« Peningkatan Pendapatan Lokal: Produk organik sering punya
nilai jual lebih tinggi, terutama jika dipasarkan ke segmentasi
konsumen yang peduli kesehatan dan lingkungan.

« Penguatan Komunitas: Sistem koperasi menciptakan ikatan
sosial kuat, yang mencerminkan etos welas asih dan
kebersamaan ala Buddhisme.

Pelajaran: Koperasi pertanian ini memperlihatkan bagaimana prinsip
Buddhisme—seperti menghindari keserakahan (greed) dan berbagi
hasil—dapat diaktualisasikan dalam perekonomian. Alhasil, petani
mampu mempertahankan kedaulatan atas benih dan lahan,
sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Usaha Sosial dan Kewirausahaan Sosial
a. Landasan dan Motivasi

Di negara-negara seperti Thailand, Myanmar, dan juga di beberapa
komunitas di Jepang, usaha sosial (social enterprise) tumbuh pesat.
Mereka berangkat dari gagasan bahwa bisnis tidak semata mencari
keuntungan, tapi juga harus memberikan dampak sosial dan
lingkungan yang positif. Ajaran Buddhis tentang karma dan welas asih
menekankan bahwa tindakan seseorang—termasuk dalam bisnis—
akan membawa konsekuensi etis.

b. Contoh Praktik
1. Perusahaan Kerajinan Tangan

o Memberdayakan lansia atau penyandang disabilitas dengan
upah yang adil.

o Menjaga supply chain transparan, memastikan bahan baku
tidak merusak alam.

o Mengemas produk dengan mengusung nilai budaya
setempat.

45



2. Pelayanan Kesehatan Komunitas

o Mendirikan klinik atau pusat kesehatan berbasis donasi dan
subsidi silang.

o Menerapkan konsep “mampu membayar lebih, kurang
mampu membayar lebih sedikit atau gratis.”

3. Pendidikan dan Pelatihan

o Menawarkan pelatihan keterampilan (misal kerajinan
bambu, mengolah limbah menjadi produk kreatif) bagi
masyarakat miskin.

o Menekankan pelestarian budaya sekaligus aspek
kewirausahaan.

c. Manfaat Sosial dan Lingkungan

« Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Program-program ini
membantu kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang
disabilitas) agar punya sumber pendapatan berkelanjutan.

« Pelestarian Nilai Lokal: Seni, kerajinan, dan praktik budaya
tidak punah tergerus arus modernisasi.

« Kontribusi bagi Pelestarian Alam: Bahan baku ramah
lingkungan, pengelolaan limbah terukur, serta edukasi konsumen
tentang konsumsi bijak.

Pelajaran: Model usaha sosial ini membuktikan bahwa laba dan
manfaat sosial dapat sejalan. Prinsip “melakukan kebaikan” (karma
baik) dan “mengurangi keserakahan” menjadi landasan bagi aktivitas
ekonomi yang tetap kompetitif, namun beretika.

4. Gerakan Downshifting atau Gaya Hidup Minimalis
a. Latar Belakang Gerakan

Di kota-kota besar modern, banyak orang merasakan tekanan hidup
yang tinggi, ditambah budaya konsumerisme yang mendorong untuk
“selalu membeli yang terbaru.” Gerakan “downshifting” atau minimalist
lifestyle lahir sebagai reaksi kritis terhadap arus ini. Penekanan
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utamanya adalah mengurangi kepemilikan barang yang tidak perlu
dan berfokus pada kualitas hidup.

b. Keterkaitan dengan Ekonomi Buddhis

1. Mengurangi Dukkha (Penderitaan akibat Keinginan Tak

Terbatas)

Semakin banyak barang, semakin besar pula tanggung jawab dan
kekhawatiran. Gaya hidup minimalis memotong lingkaran hasrat
yang tak berujung, sejalan dengan ajaran Buddhis tentang
pengendalian diri.

. Memprioritaskan Hubungan Sosial dan Spiritual

Waktu dan energi yang sebelumnya dihabiskan untuk bekerja
demi membeli barang-barang mewah, dialihkan untuk
berinteraksi dengan keluarga, teman, atau mengembangkan
minat spiritual.

. Peduli Lingkungan

Dengan mengurangi konsumsi, otomatis sampah berkurang, jejak
karbon menurun, dan perputaran sumber daya bisa ditekan.

c. Contoh Aplikasi

Keluarga Minimalis: Menjual mobil kedua, beralih menggunakan
transportasi umum atau sepeda. Mengurangi pembelian baju atau
gawai baru, hanya mengganti bila benar-benar rusak.

Pejabat yang Downshifting: Di Jepang, beberapa eksekutif
perusahaan ternama memilih pensiun dini dan menetap di
pedesaan untuk bercocok tanam, menulis, atau berkontribusi di
kegiatan sosial, dengan alasan mencari inner peace ketimbang
mengejar jabatan yang lebih tinggi.

Program Komunitas “Sharing Economy”: Masyarakat berbagi
peralatan rumah tangga atau ruang kerja bersama untuk
menghemat biaya dan sumber daya, menumbuhkan semangat
gotong royong.

Pelajaran: Downshifting dan gaya hidup minimalis beresonansi dengan
nilai Buddhis terkait kesederhanaan dan ketenangan batin. Meskipun
gerakan ini tidak selalu berlabel “Buddhis,” esensinya sejalan dengan
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etika ekonomi yang menempatkan kepuasan batin dan relasi sosial di
atas penumpukan barang.

Kesimpulan dan Refleksi

1. Esensi Ekonomi Buddhis dalam Praktik
Keempat contoh di atas menunjukkan bagaimana nilai-nilai
Buddhisme—mindfulness, welas asih, kesederhanaan, dan
kesadaran ekologis—dapat diimplementasikan secara konkret.
Dari level negara (Bhutan dengan GNH), hingga komunitas lokal
(koperasi pertanian), usaha sosial, dan individu (gaya hidup
minimalis).

2. Dampak Positif yang Teramati

o

Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan: Melalui
model koperasi dan usaha sosial, banyak masyarakat
marginal terbantu untuk berdaya secara ekonomi.

Konservasi Lingkungan: Pembatasan pariwisata massal di
Bhutan, pertanian organik, serta kesadaran “less is more”
berkontribusi pada penurunan tekanan terhadap alam.

Peningkatan Kesejahteraan Batin: Individu yang
menerapkan prinsip downshifting atau hidup sederhana
umumnya mengaku lebih bahagia dan puas daripada
sebelumnya.

3. Tantangan dan Peluang

@)

Skalabilitas: Bisakah prinsip Ekonomi Buddhis diterapkan
dalam sistem ekonomi global yang kompetitif? Kasus
Bhutan dan sejumlah inisiatif lokal menunjukkan itu
mungkin, tapi memerlukan kebijakan komprehensif dan
dukungan masyarakat.

Kombinasi Teknologi dan Kearifan Lokal: Banyak peluang
terbuka dengan teknologi modern (aplikasi digital, energi
terbarukan, dsb.). Namun, penerapannya harus sejalan
dengan nilai pelestarian dan keberlanjutan agar tidak
merusak keseimbangan sosial dan lingkungan.
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o Perubahan Pola Pikir: Pada akhirnya, kunci keberhasilan
penerapan Ekonomi Buddhis adalah kesediaan masyarakat
meninjau ulang definisi “kebahagiaan” dan “kekayaan.”
Pertanyaan filosofis: “Untuk apa kita terus menumpuk
materi, jika pada akhirnya hal itu tidak menambah makna
hidup dan malah memperparah ketimpangan serta
kerusakan alam?”

Dengan demikian, aplikasi nyata Ekonomi Buddhis ini menjembatani
teori dan praktik, membuktikan bahwa nilai-nilai Buddhisme punya
relevansi tinggi di dunia modern. Entah melalui kebijakan negara,
model bisnis, komunitas petani, atau gaya hidup individual, kita
melihat benang merah yang sama—yakni menempatkan kesejahteraan
holistik dan kelestarian alam di atas kepentingan sempit untuk
menimbun kekayaan. Hal ini menjadi inspirasi bahwa ekonomi
sejatinya bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup
secara menyeluruh, bukan semata untuk menambah angka
pertumbuhan.
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5. Dinamika dan Tantangan Implementasi ........

1. Tekanan Globalisasi Ekonomi

o Dalam era globalisasi yang sarat persaingan,
penerapan Ekonomi Buddhis menemui tantangan
besar karena sistem pasar global umumnya
didominasi oleh motif untung-rugi dan persaingan
sengit.

o Tanpa regulasi dan kebijakan yang melindungi
prinsip berkelanjutan, sulit mempertahankan cara
pandang berbasis karuna dan kesederhanaan.

2. Ketimpangan Teknologi dan Kapital

o Ekonomi Buddhis idealnya menghendaki distribusi
kekayaan yang lebih adil, namun praktik di lapangan
seringkali dihadapkan pada realitas ketimpangan
modal, infrastruktur, dan teknologi.

o Masyarakat yang ingin mengadopsi ekonomi
berkelanjutan sering kalah bersaing dengan
korporasi besar yang mampu memaksimalkan
efisiensi dan menekan harga produksi.

3. Pergeseran Budaya Konsumerisme

o Gaya hidup masyarakat modern cenderung
memprioritaskan kenyamanan dan kemudahan
(instan. Untuk mewujudkan Ekonomi Buddhis,
dibutuhkan perubahan mentalitas kolektif agar
kesadaran konsumsi dan kepedulian sosial menjadi
bagian integral dari gaya hidup.

4. Pemahaman yang Beragam tentang Filosofi Buddhis

o Tidak semua penganut Buddhisme atau masyarakat
umum memiliki pemahaman yang sama mengenai
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Implementasi nilai-nilai agama dalam aktivitas
ekonomi.

o Beberapa interpretasi dan pendekatan bisa berbeda
sehingga implementasi di lapangan pun beragam,
mulai dari yang sangat spiritual hingga yang sekadar
menekankan etika bisnis.

Penjelasan Komprehensif dan Naratif: Dinamika dan Tantangan
Implementasi Ekonomi Buddhis

Meski menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan bernilai
kemanusiaan, Ekonomi Buddhis tidak luput dari berbagai tantangan
ketika harus berhadapan dengan realitas lapangan. Di era globalisasi
dan perkembangan teknologi yang pesat, prinsip-prinsip seperti
kesederhanaan, karuna, dan tanggung jawab lingkungan sering kali
terdesak oleh kepentingan pasar dan motif laba semata. Berikut empat
poin utama yang menggambarkan dinamika serta kendala dalam
mengimplementasikan Ekonomi Buddhis:

1. Tekanan Globalisasi Ekonomi
a. Pasar Global dan Persaingan Sengit

Globalisasi melahirkan pasar yang semakin terpadu, dengan intensitas
persaingan yang tinggi. Perusahaan dari berbagai negara bersaing
untuk menekan biaya produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan
meningkatkan keuntungan. Prinsip Ekonomi Buddhis—seperti
pembatasan konsumsi berlebihan dan tanggung jawab sosial-
ekologis—sering dianggap sebagai penghambat efisiensi dalam
persaingan global.

« Contoh Kasus:
Sebuah koperasi pertanian organik di Asia Tenggara ingin
mempertahankan metode tanam tradisional dan ramah
lingkungan. Namun, mereka menghadapi tantangan berat ketika
harus bersaing dengan korporasi agribisnis multinasional yang
menggunakan metode produksi intensif (pupuk kimia, pestisida
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sintetis) dan dapat menjual hasil panen dengan harga lebih
murah.

b. Perlunya Regulasi yang Mendukung

Agar prinsip Buddhisme dalam ekonomi dapat bertahan, regulasi
pemerintah yang mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial
menjadi kunci. Ini bisa berupa pajak karbon, subsidi untuk praktik
pertanian organik, atau kebijakan perdagangan yang melindungi
industri lokal. Tanpa intervensi semacam itu, nilai-nilai
kesederhanaan dan kepedulian terhadap lingkungan akan sulit
diimplementasikan, karena pelaku usaha yang mengedepankan etika
cenderung kalah bersaing di pasar yang sangat kompetitif.

2. Ketimpangan Teknologi dan Kapital
a. Akar Masalah: Konsentrasi Modal

Ekonomi Buddhis mengusung cita-cita pemerataan kekayaan. Namun,
kenyataannya distribusi modal, teknologi, dan infrastruktur sangat
tidak merata. Korporasi besar yang memiliki akses pada sumber dana
masif, riset, dan teknologi mutakhir akan lebih mudah memonopoli
pasar, menutup ruang gerak bagi pelaku ekonomi kecil yang berupaya
menerapkan praktik berkelanjutan.

o Tlustrasi:
Di berbagai negara berkembang, perusahaan multinasional
mendirikan pabrik dengan modal besar dan teknologi canggih.
Sementara, usaha lokal yang ingin menanamkan nilai-nilai
Buddhis—misalnya, produksi skala kecil, penggunaan teknologi
ramah lingkungan—seringkali tidak sanggup bersaing dalam hal
kapasitas produksi maupun harga jual.

b. Peran Inovasi Sosial dan Kolaborasi

Untuk mengatasi masalah ketimpangan teknologi dan kapital, muncul
beberapa inisiatif inovasi sosial dan kolaborasi:

1. Platform Crowdfunding: Memberi kesempatan bagi usaha kecil
beretika mendapatkan modal tanpa terjebak pinjaman bunga
tinggi.
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2. Kerja Sama Antar-Koperasi: Koperasi di berbagai wilayah dapat
berbagi sumber daya, teknologi, dan pasar, sehingga bisa
bersaing lebih sehat dengan korporasi besar.

3. Adopsi Teknologi Terjangkau: Menggunakan teknologi open-
source atau digital marketing sederhana untuk mempromosikan
produk berkelanjutan.

Upaya ini sejalan dengan semangat Buddhis yang menekankan kerja
sama, welas asih, dan sharing, sehingga masyarakat yang kurang
beruntung tidak semakin terpinggirkan oleh arus kapital besar.

3. Pergeseran Budaya Konsumerisme
a. Budaya Instan dan Gaya Hidup Materialistis

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan Ekonomi Buddhis
adalah mentalitas konsumerisme yang telah mengakar di masyarakat
modern. Berbagai kemudahan teknologi dan iklan massal menciptakan
lifestyle di mana orang terdorong untuk membeli barang baru atau
mengikuti tren terkini sebagai simbol status.

« Fenomena Sosial:
Media sosial dan e-commerce mendorong masyarakat untuk
selalu “update” dengan barang-barang terbaru—mulai dari gawai,
pakaian, hingga food delivery. Konsep “belanja sebagai hiburan”
(retail therapy) pun makin populer. Budaya ini jelas bertentangan
dengan ajaran Buddhis tentang pengendalian diri dan kecukupan.

b. Perlunya Transformasi Mentalitas

Untuk mengadopsi Ekonomi Buddhis, dibutuhkan transformasi
budaya sehingga kesederhanaan dan tanggung jawab sosial menjadi
kebanggaan tersendiri—bukan dianggap ketinggalan zaman. Hal ini
dapat dilakukan melalui:

1. Pendidikan Nilai: Sekolah, lembaga keagamaan, dan komunitas
perlu menanamkan mindfulness dalam konsumsi sejak usia dini.

2. Kampanye Publik: Gerakan sosial menekankan gaya hidup
berkelanjutan, downshifting, dan minimalis.
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3. Teladan Tokoh Masyarakat: Pemimpin politik, selebriti, atau
influencer yang menunjukkan perilaku hemat, dermawan, dan
ramah lingkungan dapat menginspirasi perubahan perilaku
kolektif.

Keberhasilan penerapan Ekonomi Buddhis di jangka panjang sangat
bergantung pada sejauh mana masyarakat mengubah orientasi dari
“ingin punya segalanya” menuju “ingin hidup bahagia dan bermakna
dalam kesederhanaan.”

4. Pemahaman yang Beragam tentang Filosofi Buddhis
a. Variasi Interpretasi dalam Buddhisme

Buddhisme sendiri terbagi dalam beberapa tradisi—Theravada,
Mahayana, Vajrayana—dengan penekanan dan praktik yang sedikit
berbeda. Masing-masing tradisi mungkin memiliki cara unik
menafsirkan bagaimana nilai spiritual diterapkan dalam urusan
ekonomi.

« Contoh:
Di beberapa komunitas Buddhis, prinsip ekonomi mungkin lebih
difokuskan pada sikap individual (misalnya, menekan keinginan
pribadi, berdana atau beramal, dsb.). Sementara komunitas lain
menitikberatkan pada keterlibatan sosial dan advokasi
kebijakan publik. Perbedaan penafsiran ini tentu akan
mempengaruhi corak gerakan ekonomi yang muncul.

b. Spektrum Aplikasi: dari Spiritual hingga Etika Bisnis

Tidak semua orang yang menerapkan nilai-nilai Buddhis dalam
ekonomi melakukannya secara “murni” religius. Beberapa pelaku
bisnis mungkin menekankan etika dan tanggung jawab sosial tanpa
menyinggung aspek spiritualitas secara eksplisit. Sebaliknya, ada pula
komunitas yang sangat menekankan praktek meditasi dan kesadaran
batin sebagai landasan seluruh aktivitas ekonomi.

« Dampak Praktis:
Perbedaan pendekatan ini menyebabkan variasi dalam
implementasi di lapangan. Ada usaha yang menonjolkan zero
waste dan fair trade atas dasar “amal kebaikan.” Ada pula yang
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menekankan “mawas diri” (self-awareness) dan “meminimalisasi
keserakahan” sebagai pondasi budaya perusahaan. Semua ini
tetap sejalan dengan semangat Ekonomi Buddhis, hanya
formatnya berbeda-beda.

Kesimpulan dan Refleksi

1. Keseimbangan antara Ideal dan Realitas
Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa penerapan
Ekonomi Buddhis tidak sederhana. Ia harus berhadapan dengan
sistem pasar global yang kompetitif, ketimpangan modal yang
mengakar, budaya konsumerisme, dan variabilitas
pemahaman tentang Buddhisme itu sendiri. Kendati begitu,
contoh-contoh sukses—seperti Gross National Happiness di
Bhutan atau gerakan koperasi di berbagai desa—membuktikan
bahwa perubahan itu mungkin.

2. Strategi Bertahap dan Inovatif

o Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah yang peduli dengan
keberlanjutan perlu menciptakan kerangka hukum dan
insentif untuk bisnis beretika.

o Pendidikan dan Kampanye Publik: Menggeser paradigma
masyarakat dari konsumerisme ke kesadaran ekologis dan
sosial.

o Aliansi dan Kolaborasi: Pelaku usaha kecil, NGO,
komunitas religius, hingga konsumen dapat bersinergi
untuk menciptakan pasar etis dan berkelanjutan.

3. Peran Individu dan Komunitas
Meskipun skala kebijakan makro sangat penting, transformasi
sejati dimulai dari sikap individu. Memilih untuk membeli
barang lokal, menolak produk yang merusak lingkungan, atau
bergabung dengan gerakan sosial merupakan bentuk
implementasi nyata dari karuna dan prinsip kesederhanaan
dalam Buddhisme.

4. Perkembangan di Masa Depan
Di masa depan, krisis iklim, tekanan sosial, dan tuntutan
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konsumen terhadap etika bisnis kemungkinan akan semakin
kuat. Ini bisa menjadi pemicu bagi bertumbuhnya minat terhadap
gagasan Ekonomi Buddhis, yang menekankan keseimbangan
antara kemajuan material dan kebijaksanaan spiritual.

Dengan begitu, walaupun menantang, jalan untuk mengintegrasikan
nilai-nilai Buddhis dalam ekonomi tetap terbuka. Kolaborasi lintas-
sektor, dukungan kebijakan, serta perubahan gaya hidup masyarakat
dapat menciptakan ruang bagi praktik ekonomi yang tidak hanya
mengejar pertumbuhan finansial, tetapi juga memupuk harmoni,
kebahagiaan, dan kelestarian bagi semua makhluk hidup.
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6. Peran dan Peluang di Masa Depan ........

1. Panduan untuk Ekonomi Berkelanjutan

o Di tengah isu perubahan iklim, kerusakan
lingkungan, dan ketidaksetaraan ekonomi, prinsip
Ekonomi Buddhis bisa menjadi inspirasi bagi model
pembangunan berkelanjutan.

o Organisasi internasional, LSM, dan pemerintahan
daerah bisa mempelajari konsep ini untuk
merumuskan kebijakan yang lebih beretika dan
ramah lingkungan.

2. Alternatif terhadap Kapitalisme Ekstrim

o Ekonomi Buddhis dapat menjadi wacana alternatif
(alternative discourse) terhadap dominasi model
kapitalisme global. Walau tidak menggantikan
secara menyeluruh, ia mampu menawarkan nilai-
nilai keseimbangan dan moralitas pada sistem
ekonomi yang sering kali terlalu berorientasi pada

profit.
3. Inovasi Sosial

o Prinsip kearifan lokal, solidaritas, dan kesadaran
diharapkan mendorong munculnya berbagai inovasi
sosial (social innovation) mulai dari model bisnis
ramah lingkungan, peer-to-peer lending berbasis
nirlaba, hingga platform dagang yang
mengedepankan transparansi dan keadilan.

4. Kajian Akademik dan Penelitian Lanjut

o Semakin banyak perguruan tinggi dan peneliti yang
mengangkat toptk Ekonomi Buddhis untuk
merumuskan (ndikator kesejahteraan yang lebih
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holistik, menyusun kebijakan publik yang lebith
manusiawi, serta menilai dampak etika Buddhis
dalam manajemen perusahaan.

Penjelasan Komprehensif dan Naratif: Peran dan Peluang Ekonomi
Buddhis di Masa Depan

Ekonomi Buddhis, yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan
material dan kelestarian batin-lingkungan, menghadirkan wacana dan
praktik alternatif yang semakin relevan di tengah kerusakan ekosistem,
ketimpangan sosial, serta tuntutan etika bisnis yang meningkat. Ke
depan, terdapat setidaknya empat area di mana prinsip-prinsip
Ekonomi Buddhis dapat memberikan kontribusi signifikan: (1) panduan
untuk ekonomi berkelanjutan, (2) alternatif terhadap kapitalisme
ekstrem, (3) inovasi sosial, dan (4) kajian akademik serta penelitian
lanjutan.

1. Panduan untuk Ekonomi Berkelanjutan
a. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Isu perubahan iklim, deforestasi, polusi udara, dan kerusakan
ekosistem laut semakin mendesak para pemangku kebijakan,
organisasi internasional, dan masyarakat global untuk menerapkan
model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, implementasi
prinsip berkelanjutan seringkali tertahan oleh motif keuntungan jangka
pendek dan tekanan pasar.

b. Relevansi Prinsip Ekonomi Buddhis

Ekonomi Buddhis menawarkan pendekatan holistik yang
menitikberatkan pada:

1. Pengendalian Konsumsi: Menekan budaya konsumtif demi
menurunkan beban ekologi.

2. Kesadaran Interdependensi: Menyadari bahwa kerusakan di
satu wilayah (misal polusi di sungai) akan berdampak ke wilayah
lain, sehingga menuntut kolaborasi lintas daerah.
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3. Keadilan Antargenerasi: Memastikan bahwa generasi
mendatang tidak menanggung kerugian akibat perilaku ekonomi
saat ini.

Dengan landasan tersebut, pemerintah daerah atau organisasi
internasional seperti UNDP (United Nations Development Programme)
dapat mengambil inspirasi untuk merumuskan kebijakan pro-
lingkungan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Contohnya:

« Skema Pajak Karbon: Memperberat beban perusahaan yang
menghasilkan emisi besar, sekaligus mendorong inovasi energi
terbarukan.

« Perlindungan Wilayah Konservasi: Mengembangkan sistem
insentif bagi masyarakat lokal untuk menjaga kawasan hutan,
sungai, atau laut, sejalan dengan konsep “karuna” (welas asih)
yang mencakup kesadaran merawat semua makhluk hidup.

c. Implementasi di Tingkat Lokal

Di samping kebijakan makro, gerakan komunitas berbasis nilai Buddhis
turut berperan. Misalnya, desa-desa yang beralih ke pertanian organik
terintegrasi, atau kota yang menetapkan aturan ketat terkait limbah
plastik dan air bersih. Pendekatan ini menyeimbangkan kesejahteraan
ekonomi dengan kelestarian lingkungan, persis seperti yang
ditekankan dalam Jalan Tengah (Middle Way).

2. Alternatif terhadap Kapitalisme Ekstrim
a. Kritik terhadap Kapitalisme Global

Sistem kapitalisme global, terlebih dalam bentuknya yang ekstrem,
sering mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan aspek
kemanusiaan dan lingkungan. Fenomena seperti ketimpangan
ekstrem (segregasi antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin),
kerusakan alam, dan eksploitasi buruh menjadi sorotan tajam di
berbagai forum internasional.

b. Ekonomi Buddhis sebagai Wacana Alternatif
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Ekonomi Buddhis tidak serta-merta menentang pasar atau
perdagangan. Namun, ia menawarkan nilai moral dan spiritual
sebagai penyeimbang. Aspek “menekan keserakahan (greed)” dan
“membangun kebijaksanaan (panna)” menjadi pilar untuk menciptakan
sistem pasar yang:

1. Adil: Memastikan upah layak bagi pekerja, pemerataan akses
terhadap modal, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Terukur dan Bijak: Membatasi ekspansi yang membahayakan
ekosistem. Sebuah perusahaan, misalnya, dapat menetapkan
target pertumbuhan yang wajar alih-alih mengejar ekspansi
besar-besaran.

3. Bertanggung Jawab Sosial: Menyalurkan sebagian laba untuk
program pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas
lokal.

Dalam praktek, hal ini bisa dituangkan dalam bentuk sertifikasi etis,
fair trade, atau kesepakatan antarkomunitas untuk menjaga
keterbukaan informasi dan transparansi rantai pasokan. Sistem nilai
Buddhis menjembatani pertanyaan mendasar: “Apakah ekonomi hanya

untuk menambah harta, atau juga untuk menumbuhkan kebahagiaan
kolektif?”

c. Peningkatan Kesadaran Konsumen

Tumbuhnya kelas menengah terdidik dan kesadaran lingkungan
memicu “conscious consumerism,” di mana konsumen memilih produk
berdasarkan faktor etis—seperti kondisi kerja buruh, bahan baku
ramah lingkungan, serta jejak karbon. Ini menjadi peluang bagi
Ekonomi Buddhis untuk memperluas pengaruhnya, karena
menawarkan kerangka berpikir yang menyatakan bahwa harga murah
bukan satu-satunya kriteria nilai, melainkan juga dampak sosial dan
ekologi.

3. Inovasi Sosial

a. Menghubungkan Nilai Tradisional dengan Teknologi
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Ekonomi Buddhis cenderung menghargai kearifan lokal dan
kesederhanaan. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup pintu
pemanfaatan teknologi modern. Justru, muncul peluang
menggabungkan teknologi digital dengan semangat solidaritas dan
keberlanjutan. Beberapa kemungkinan inovasi sosial yang sejalan

dengan prinsip Ekonomi Buddhis meliputi:

1. Peer-to-peer Lending Berbasis Nirlaba

Layanan keuangan digital yang memungkinkan peminjaman dana
tanpa bunga tinggi, mengurangi praktik rentenir, dan mendorong
partisipasi kolektif.

. Platform Dagang Transparan

E-commerce yang menampilkan informasi lengkap mengenai
asal-usul produk, upah pekerja, serta dampak lingkungan.
Konsumen bisa memastikan bahwa pembelian mereka selaras
dengan nilai etis.

. Ekonomi Berbagi (Sharing Economy)

Sistem di mana individu berbagi sumber daya seperti kendaraan,
peralatan rumah tangga, dan ruang kerja. Ini sejalan dengan
konsep menekan konsumerisme berlebihan dan memaksimalkan
manfaat bersama.

b. Pemberdayaan Komunitas Lokal

Prinsip karuna (welas asih) dan metta (cinta kasih) mendorong
munculnya berbagai bentuk kewirausahaan sosial. Misalnya, koperasi
di pedesaan yang memproduksi kerajinan tangan sambil
mempekerjakan lansia atau penyandang disabilitas, dihubungkan
langsung dengan pasar global lewat platform digital. Hasilnya, nilai
budaya lokal tetap terjaga, sementara inklusi sosial dan manfaat
ekonomi pun meningkat.

c. Potensi dan Tantangan

Potensi: Inovasi sosial berbasis Buddhis dapat menjadi cara
efektif untuk menjembatani praktik bisnis modern dengan nilai
spiritual.

Tantangan: Persaingan harga dan kebiasaan pasar konvensional
yang sangat kompetitif sering menjadi rintangan. Diperlukan
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dukungan kebijakan, edukasi konsumen, dan jaringan kolaborasi
yang solid agar gerakan ini dapat berkembang lebih luas.

4. Kajian Akademik dan Penelitian Lanjut
a. Perguruan Tinggi dan Litbang (R&D)

Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah perguruan tinggi di Asia
maupun Barat mulai membuka pusat studi tentang Ekonomi Buddhis
atau meneliti topik serupa—seperti Spiritual-based Management dan
Holistic Welfare Economics. Para peneliti berupaya merumuskan
indikator kesejahteraan yang meliputi kondisi sosial, lingkungan, dan
psikologis.

« Pendekatan Multidisiplin: Ekonomi Buddhis kerap menuntut
kolaborasi lintas ilmu—antara sosiologi, psikologi, ekologi, dan
manajemen. Ini membuka ruang kajian baru yang mengupas
aspek moral dan spiritual dalam teori ekonomi.

b. Praktik dalam Manajemen Perusahaan

Penelitian juga difokuskan pada dampak etika Buddhis dalam tata
kelola perusahaan (corporate governance). Contohnya:

1. Penetapan KPI (Key Performance Indicators) Berbasis Etika:
Mengukur kinerja perusahaan tidak hanya dari laba, tetapi juga
dari indeks kepuasan karyawan, dampak sosial, dan jejak
lingkungan.

2. Integrasi Meditasi dan Mindfulness: Beberapa perusahaan di
Thailand dan Jepang sudah mulai mengajarkan meditasi atau
latihan kesadaran kepada karyawan. Studi menunjukkan bahwa
praktek ini dapat meningkatkan kesehatan mental, memperkuat
kohesi tim, dan mengurangi konflik internal.

c. Perumusan Kebijakan Publik

Pada tingkat kebijakan publik, penelitian tentang Ekonomi Buddhis
akan berguna dalam menyusun kerangka legislasi yang
mempertimbangkan “biaya sosial dan lingkungan”. Bhutan dengan
Gross National Happiness adalah contoh paling terkenal, tetapi masih
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banyak ruang bagi negara lain untuk mengadaptasi konsep ini sesuai
konteks lokal mereka.

Penutup dan Refleksi

Melihat dinamika global yang kian kompleks—mulai dari pemanasan
global hingga ketimpangan sosial—Ekonomi Buddhis hadir
menawarkan nilai-nilai welas asih, kesadaran, dan kesederhanaan
yang bisa meredam ekses kapitalisme ekstrem. Beberapa poin kunci
untuk masa depan:

1. Jembatan Menuju Ekonomi Berkelanjutan
Prinsip-prinsip Buddhis yang menekankan Jalan Tengah dapat
menjadi rujukan pembuat kebijakan, pegiat LSM, dan komunitas
lokal dalam merancang model ekonomi yang tidak hanya
berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga membangun
kesejahteraan batin dan kekokohan sosial.

2. Membuka Ruang Bagi Alternatif
Dengan memberikan penekanan pada moralitas, Ekonomi
Buddhis menjadi alternatif wacana terhadap kapitalisme arus
utama yang cenderung mengejar laba dan pertumbuhan tanpa
batas. Aspek “berbagi” dan “peduli” menjadi pijakan baru dalam
sistem ekonomi.

3. Mendorong Munculnya Inovasi Sosial
Penerapan teknologi digital dan semangat gotong royong dapat
melahirkan platform dagang, skema pinjaman, atau ekosistem
bisnis baru yang berpihak pada masyarakat rentan dan
kelestarian lingkungan.

4. Memperkaya Kajian Ilmiah dan Praktik Bisnis
Melalui studi akademik, eksperimen kebijakan, dan praktik
korporasi yang etis, konsep Ekonomi Buddhis semakin dipahami
dan disempurnakan. Perlahan, ia bisa berkontribusi pada
manajemen perusahaan maupun kebijakan negara yang lebih
manusiawi dan bermartabat.

Di era yang menuntut keberlanjutan dan pemulihan dari berbagai
krisis, Ekonomi Buddhis memiliki peluang besar untuk berperan
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sebagai kompas moral—mengingatkan pelaku ekonomi bahwa tujuan
akhir pembangunan bukan sekadar peningkatan angka PDB, melainkan
juga kebahagiaan, keseimbangan, dan ketenteraman hidup untuk
seluruh makhluk. Dengan demikian, masa depan Ekonomi Buddhis
menjanjikan bukan hanya wacana teoritis, melainkan paradigma nyata
yang bisa melibatkan banyak pihak dalam transformasi sosial dan
lingkungan yang positif.
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7. Kesimpulan

Ekonomi Buddhis menawarkan paradigma ekonomi yang
menekankan kebahagiaan, kesederhanaan, keberlanjutan, dan
tanggung jawab sosial Bukan berarti ia menolak sepenuhnya
mekanisme pasar atau teknologi modern, melainkan mengarahkan
agar kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian
alam, kebahagiaan batin, dan kesejahteraan sosial yang adil.

« Fokusnya: Mengurangi keserakahan, memupuk kesadaran
(mindfulness), dan menjaga keseimbangan antara pencapaian
material dan spiritual.

« Kontribusinya: Menjadi alternatif dan koreksi atas model
ekonomi arus utama yang kerap abai pada aspek lingkungan
dan ketimpangan sosial.

« Tantangannya: Implementasi pada skala luas di tengah
gempuran globalisasi, konsumerisme, dan persaingan pasar
yang ketat.

Kendati demikian, nilai-nilai Buddhis tentang welas asih,
kesederhanaan, dan tanggung jawab moral patut dipertimbangkan
secara serius oleh para pemangku kebijakan, pelaku bisnis, hingga
masyarakat umum untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih
manusiawt dan berkelanjutan.

Kesimpulan: Menuju Ekonomi yang Lebih Manusiawi dan
Berkelanjutan

Ekonomi Buddhis menawarkan sebuah paradigma alternatif yang
menempatkan kebahagiaan, kesederhanaan, keberlanjutan, dan
tanggung jawab sosial sebagai inti dari aktivitas ekonomi. Paradigma ini
tidak menolak pasar ataupun teknologi modern; justru, ia mengarahkan
agar kemajuan material berjalan selaras dengan kelestarian alam,
kebahagiaan batin, dan keadilan sosial. Dengan demikian, ada
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keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai moral
yang menyejahterakan semua pihak.

Secara mendasar, fokus Ekonomi Buddhis terletak pada upaya
mengurangi keserakahan, memupuk mindfulness, serta menjaga
keseimbangan antara pencapaian material dan spiritual. Dalam dunia
yang semakin kompetitif dan terdorong oleh motif keuntungan, prinsip
ini menjadi wake-up call bagi pelaku ekonomi untuk tidak terpaku pada
laba semata. Ekonomi tidak seharusnya menjadi arena eksploitasi dan
persaingan tanpa batas, melainkan sarana untuk mendukung
kesejahteraan komunal dan kedamaian batin.

Kontribusi utama Ekonomi Buddhis adalah menyajikan alternatif
sekaligus koreksi terhadap model ekonomi arus utama yang sering
mengabaikan aspek lingkungan dan ketimpangan sosial.
Kehadirannya membuka ruang dialog tentang makna “kemajuan” yang
lebih holistik. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tanpa batas—
tanpa disertai pengendalian nafsu konsumsi dan perhatian terhadap
kesenjangan—hanya akan memicu krisis ekologis dan instabilitas
sosial dalam jangka panjang.

Tentunya, tantangan implementasi prinsip Buddhis pada skala luas
tidaklah ringan. Gelombang globalisasi, konsumerisme, serta
persaingan pasar yang ketat menjadi penghalang untuk menerapkan
nilai-nilai kesederhanaan dan welas asih secara konsisten. Banyak
komunitas yang memilih jalan ini harus berinovasi—baik melalui
kebijakan publik, model bisnis sosial, maupun edukasi masyarakat—
agar dapat bersaing dan tetap berkelanjutan secara finansial.

Kendati demikian, nilai-nilai Buddhis tentang welas asih,
kesederhanaan, dan tanggung jawab moral patut dipertimbangkan
secara serius oleh para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan
masyarakat umum. Dalam konteks krisis iklim serta ketimpangan
ekonomi yang kian mengemuka, upaya memperkuat etika dan
spiritualitas dalam ekonomi bukan lagi pilihan idealistik semata,
melainkan kebutuhan nyata untuk membangun tatanan ekonomi yang
lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi,
bahkan sebagian kecil, prinsip-prinsip Ekonomi Buddhis ini, kita dapat
bergerak menuju masa depan di mana kemakmuran material tidak
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mengorbankan keseimbangan ekosistem, martabat manusia, dan
kedamaian batin.
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Addendum

Berikut beberapa tambahan yang mungkin bermanfaat
untuk memperkaya pemahaman atau melengkapi isi buku
“Buddhist Economics”. Anda dapat memandangnya sebagai
referensi dan pelengkap—baik dari segi landasan teoritis,
contoh praktik, hingga ruang diskusi akademis:

1. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Penting

1. E.F. Schumacher

@)

Esai “Buddhist Economics” muncul dalam bukunya yang
terkenal, Small Is Beautiful: Economics as if People
Mattered (1973). Di sinilah banyak orang di Barat pertama
kali mengenal konsep Ekonomi Buddhis secara populer.

Inti gagasan Schumacher: Menawarkan alternatif dari
kapitalisme dan sosialisme yang sama-sama mengabaikan
dimensi spiritual dan lingkungan.

2. Ajahn Buddhadasa, Phra Payutto (P.A. Payutto), dan
Cendekiawan Buddhis Lain

o

o

Bhikkhu (biksu) dan sarjana Buddhis dari Thailand seperti
P.A. Payutto menyusun tulisan ilmiah tentang peran karma
dan pancasila Buddhis dalam tata kelola ekonomi.

Mereka menekankan pentingnya moralitas (sila), meditasi
(samadhi), dan kebijaksanaan (panna) sebagai pijakan
berperilaku di pasar dan masyarakat.

3. Clair Brown

o

Ekonom dari UC Berkeley, Amerika Serikat, menulis buku
Buddhist Economics: An Enlightened Approach to the
Dismal Science (2017).
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o

Ia memberikan kerangka konseptual mengenai cara menilai
kesejahteraan tidak hanya dari segi materi, melainkan juga
kebahagiaan, relasi sosial, dan kesehatan ekosistem.

2. Pendekatan Metodologis untuk Penelitian

1. Studi Kuantitatif vs. Kualitatif

o

Meskipun banyak nilai-nilai Buddhis yang cenderung
filosofis dan moral, beberapa peneliti berupaya
merumuskan indeks dan indikator untuk mengukur
“kebahagiaan” atau “kesejahteraan batin” (misalnya
pendekatan Gross National Happiness di Bhutan).

Penelitian kualitatif umumnya mengangkat studi kasus
penerapan Ekonomi Buddhis di komunitas tertentu:
koperasi pertanian organik, social enterprise, hingga
kebijakan lokal berbasis sufficiency economy.

2. Analisis Perbandingan

o

Menarik untuk membandingkan Ekonomi Buddhis dengan
ekonomi Islam, ekonomi solidaritas, atau ekonomi
keadilan sosial. Tujuannya untuk melihat kesamaan dan
perbedaan prinsip di berbagai tradisi keagamaan/etis.

3. Pendekatan Interdisipliner

o

Menggabungkan psikologi, sosiologi, etika lingkungan,
dan ekonomi guna mendapat gambaran menyeluruh
tentang perilaku konsumen, model bisnis, atau kebijakan
publik yang sejalan dengan nilai-nilai Buddhis.

3. Penerapan Praktis di Berbagai Konteks

1. Kebijakan Publik dan Pemerintahan

o

Studi kasus paling menonjol: Bhutan dengan Gross National
Happiness. Namun, ada pula pendekatan serupa di negara
lain, misalnya kebijakan Sufficiency Economy di Thailand
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(dipopulerkan oleh Raja Bhumibol Adulyadej) yang
menekankan moderasi, kehati-hatian, dan kemandirian.

2. Sektor Bisnis dan Kewirausahaan

o

Beberapa perusahaan di Thailand, Jepang, dan Korea
Selatan mulai memasukkan praktik mindfulness (meditasi),
pelestarian lingkungan, serta aktivitas sosial sebagai bagian
dari corporate culture.

Social enterprise yang terinspirasi Buddhisme kerap
menggarisbawahi penggunaan bahan baku lokal,
perlindungan hak pekerja, dan sistem bagi hasil yang adil.

3. Komunitas Lokal dan Gaya Hidup

o

Koperasi pertanian organik di pedesaan Asia Tenggara atau
gerakan downshifting di perkotaan modern kian marak.
Keduanya memperlihatkan upaya nyata menjalankan nilai-
nilai Buddhis: sederhana, welas asih, dan tanggung jawab
sosial.

4. Kritik dan Isu Kontemporer

1. Tuduhan Elitisme atau Eskapisme

o

Sebagian kritik menilai bahwa Ekonomi Buddhis kadang
terlalu menekankan pengendalian diri (moral individual),
sehingga berpotensi mengabaikan struktur ketidakadilan
dalam sistem ekonomi global.

Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyatakan fokus
pada ketenangan batin bisa menjadi “pelarian” dari realitas
kompetitif pasar.

2. Skalabilitas dan Relevansi Global

o

Pertanyaan besar: Dapatkah prinsip Buddhisme, yang
kadang berakar lokal atau kultural, menjadi kerangka
universal di era globalisasi dan digitalisasi?

Banyak yang meyakini nilai “karuna” (welas asih),
“mindfulness” (kesadaran), dan “keseimbangan” justru kian
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relevan untuk mengatasi krisis iklim dan ketimpangan
sosial. Namun, implementasinya memerlukan kolaborasi
lintas-sektor dan lintas-negara.

3. Menyeimbangkan Nilai Spiritual dan Profit

o Bagi perusahaan modern, menemukan keseimbangan
antara laba dan kebajikan sering menimbulkan dilema.
Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan etis
dan ramah lingkungan justru dapat meningkatkan loyalitas
konsumen dan brand image dalam jangka panjang.

5. Arah Penelitian dan Pengembangan ke Depan
1. Pengembangan Indikator Holistik

o Memperdalam metode pengukuran kesejahteraan
masyarakat, misalnya mengadaptasi variabel Gross
National Happiness (Bhutan) atau Sufficiency Economy
(Thailand) ke konteks negara lain.

2. Riset Empiris tentang Dampak Mindfulness di Organisasi

o Banyak perusahaan di Jepang dan Amerika Serikat mulai
melakukan mindfulness training bagi karyawan. Riset lebih
lanjut diperlukan untuk mengukur dampaknya terhadap
produktivitas, etika kerja, dan work-life balance.

3. Kajian Kebijakan Global

o Menganalisis bagaimana nilai-nilai Buddhis bisa
memengaruhi forum internasional seperti G20, UNFCCC
(pertemuan iklim), atau WTO. Bisakah prinsip
“pengendalian konsumsi” dan “tanggung jawab
antargenerasi” diadopsi dalam kesepakatan dagang dan
lingkungan internasional?

4. Kolaborasi dengan Teknologi Digital

o Dalam menghadapi big data, kecerdasan buatan (Al), dan
ekonomi platform, diperlukan diskusi mendalam tentang
etika penggunaan teknologi. Prinsip “tidak merugikan

71



makhluk lain” atau “altruisme” dari Buddhisme dapat
menjadi panduan untuk menghindari monopoli data dan
eksploitasi.

6. Rekomendasi Bacaan dan Referensi Lain
1. Small Is Beautiful (E.F. Schumacher)

o Salah satu karya klasik yang membahas konsep “Ekonomi
Buddhis” dalam bentuk esai.

2. Buddhist Economics: An Enlightened Approach to the Dismal
Science (Clair Brown)

o Menyajikan kerangka konsep ekonomi kontemporer yang
dibangun di atas filosofi Buddhis, beserta studi kasus.

3. Dhammic Socialism (Ajahn Buddhadasa)

o Meskipun tidak populer di Barat, tulisan-tulisan Ajahn
Buddhadasa membahas ide sosialisme berbasis nilai
Buddhis, termasuk tanggung jawab sosial dan penolakan
keserakahan.

4. The Vision of a Buddhist Economy (P.A. Payutto)

o Risalah Bhikkhu Payutto yang mendalam soal harmonisasi
moral Buddhis dan prinsip ekonomi mikro-makro.

5. Gross National Happiness: Why Happiness Matters for
America—And How We Can Get More of It (Arthur C. Brooks)

o Meskipun tidak seluruhnya tentang Buddhisme, buku ini
mengulas konsep kebahagiaan nasional, yang dapat
disejajarkan dengan ide GNH di Bhutan.

Penutup

Dengan menambahkan aspek-aspek di atas—sejarah pemikiran,
metode riset, contoh penerapan di berbagai sektor, kritik, dan prospek
masa depan—buku “Buddhist Economics” akan menjadi lebih kaya
dan komprehensif. Ia tidak sekadar menampilkan konsep ideal, tetapi
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juga menjejak pada realitas praktik, berani menghadapi kritik, serta
memicu gagasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip Buddhis
dapat menjadi penyegar dan penyeimbang dalam sistem ekonomi
global.

Di tengah tantangan krisis iklim, ketimpangan, dan pencarian makna
hidup yang kian mendalam, nilai-nilai dasar Buddhisme—karuna,
kesederhanaan, dan tanggung jawab moral—semakin dibutuhkan
untuk mengarahkan pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan
yang benar-benar holistik dan berkesinambungan.
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Glosarium = ........

GLOSARIUM “BUDDHIST ECONOMICS”

Berikut adalah kumpulan istilah kunci yang sering muncul dalam

bahasan Ekonomi Buddhis. Glosarium ini dimaksudkan agar pembaca
memahami makna dan konteks setiap istilah secara ringkas dan tepat.

1. Buddhisme

Ajaran yang bersumber dari Siddhartha Gautama (Buddha),

berfokus pada pemahaman tentang penderitaan (dukkha),

penyebabnya, serta jalan untuk mengakhirinya. Prinsip utama

dalam Buddhisme mencakup sila (moralitas), samadhi
(konsentrasi/meditasi), dan panna (kebijaksanaan).

2. Ekonomi Buddhis (Buddhist Economics)

Konsep ekonomi yang mengintegrasikan ajaran Buddhisme—

seperti kesederhanaan, welas asih, dan tanggung jawab moral—

ke dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Ia

menekankan keseimbangan antara kepentingan materiil dan

batin, serta keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

3. Dukkha

Istilah dalam Buddhisme yang sering diterjemahkan sebagai
“penderitaan” atau “ketidakpuasan.” Dalam konteks ekonomi,
dukkha muncul ketika keinginan akan materi tidak terbatas,

sementara sumber daya terbatas. Hal ini menimbulkan

ketidakpuasan terus-menerus jika manusia terjebak dalam pola

konsumsi berlebihan.

4. Karma

Hukum sebab-akibat yang menekankan bahwa setiap perbuatan

(fisik, ucapan, pikiran) memiliki konsekuensi. Dalam ekonomi,
karma berarti keputusan dan tindakan pelaku ekonomi—baik
atau buruk—akan memengaruhi kesejahteraan sosial, kondisi

lingkungan, dan stabilitas pasar.
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. Karuna (Welas Asih)

Nilai utama dalam Buddhisme yang mendorong seseorang untuk
peduli pada penderitaan makhluk lain. Dalam ekonomi, karuna
diwujudkan lewat upaya mengurangi ketimpangan sosial,
menghormati hak buruh, melestarikan lingkungan, dan menolak
eksploitasi demi keuntungan semata.

. Jalan Tengah (Middle Way / Majjhima Patipada)

Prinsip untuk menghindari dua ekstrem, yakni kehidupan yang
serba berlebihan (hedonisme) dan penolakan total (asketisme).
Dalam ekonomi, Jalan Tengah memandu pelaku ekonomi untuk
tetap berkembang dan memanfaatkan teknologi tanpa
mengorbankan moralitas, lingkungan, serta kesejahteraan sosial.

. Mindfulness (Kesadaran Penuh)

Suatu kondisi batin yang peka terhadap apa yang sedang
dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan, termasuk dampak pada
orang lain dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, mindfulness
menumbuhkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung
jawab serta menekan perilaku impulsif.

. Less is More

Prinsip hidup sederhana yang menegaskan bahwa pengurangan
keserakahan justru dapat meningkatkan kualitas hidup.
Mengurangi konsumsi berlebihan, misalnya, tidak hanya
menekan kerusakan lingkungan, tetapi juga membawa rasa cukup
dan tenang dalam kehidupan sehari-hari.

. Gross National Happiness (GNH)

Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada kebahagiaan
dan kesejahteraan batin, dipopulerkan oleh Kerajaan Bhutan.
GNH menilai kinerja pembangunan lewat empat pilar:
pembangunan ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya,
pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

PDB (Produk Domestik Bruto)
Indikator konvensional yang mengukur total nilai barang dan jasa
yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Dari sudut
pandang Ekonomi Buddhis, PDB tidak cukup mewakili
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kesejahteraan holistik karena mengabaikan faktor kebahagiaan,
ketimpangan sosial, dan kelestarian lingkungan.

11. Keadilan Sosial
Prinsip yang menekankan bahwa sistem ekonomi harus
memastikan distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil.
Dalam Ekonomi Buddhis, hal ini selaras dengan karuna (welas
asih), sehingga ketimpangan ekstrem yang merugikan kelompok
rentan dapat diminimalisir.

12. Koperasi Pertanian Berbasis Kearifan Lokal
Model organisasi ekonomi di sektor pertanian yang
mengedepankan gotong royong, pembagian laba secara adil, dan
konservasi pengetahuan tradisional. Cocok dengan semangat
Ekonomi Buddhis yang menolak keserakahan korporasi besar
dan berusaha memperkuat ketahanan komunitas lokal.

13. Usaha Sosial (Social Enterprise)
Bentuk wirausaha yang memasukkan misi sosial dan lingkungan
di samping mencari keuntungan finansial. Dalam kerangka
Ekonomi Buddhis, usaha sosial menitikberatkan pada etika
bisnis, kesejahteraan pekerja, pelestarian lingkungan, dan
manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

14. Downshifting / Minimalist Lifestyle
Gerakan yang mendorong individu untuk melepaskan diri dari
pola konsumsi berlebihan, menurunkan beban finansial, dan
menekankan kualitas hidup di atas kuantitas materi. Sejalan
dengan anjuran Buddhisme untuk menekan tanha (keinginan
berlebih) dan menikmati kedamaian batin.

15. Sufficiency Economy
Konsep pembangunan yang dipopulerkan di Thailand,
menekankan kesederhanaan, kemandirian, dan kewaspadaan
(prudence). Tujuannya agar masyarakat mampu mengelola
sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi
ketergantungan pada pihak luar, sesuai dengan prinsip Jalan
Tengah dalam Buddhisme.

16. Tanggung Jawab Antargenerasi
Ide bahwa setiap generasi harus menjaga agar sumber daya dan
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kondisi lingkungan tetap layak bagi generasi berikutnya. Dalam
Buddhisme, hal ini diwujudkan dengan menolak eksploitasi alam
berlebihan dan memupuk kepedulian terhadap kelangsungan
semua makhluk.

17. Etika Bisnis Buddhis
Kumpulan prinsip moral yang menekankan nilai-nilai seperti
kejujuran, transparansi, welas asih, dan tanggung jawab sosial.
Penerapan Etika Bisnis Buddhis mencakup hal-hal seperti
penghindaran riba berlebihan, pemenuhan hak buruh, dan
perlindungan lingkungan.

18. Integritas Spiritual
Keselarasan antara ajaran spiritual (seperti sila dan meditasi)
dengan praktik ekonomi sehari-hari. Integritas ini menjadi
fondasi bagi penerapan konsep Ekonomi Buddhis yang tidak
hanya dijalankan di tataran ide, namun juga dalam laku
kehidupan konkret.

Glosarium Tambahan “Buddhist Economics”

Berikut adalah istilah-istilah tambahan yang dapat memperkaya
pemahaman Anda tentang Ekonomi Buddhis, terutama karena konsep-
konsep ini banyak bersinggungan dengan praktik spiritual dan etika
dalam Buddhisme. Beberapa istilah mungkin sudah dikenal dalam
konteks keagamaan, namun di sini diberi penekanan khusus pada
relevansinya dengan ranah ekonomi dan sosial.

1. Noble Eightfold Path (Jalan Mulia Berunsur Delapan)
Rangkaian ajaran inti Buddhisme yang mencakup: Right View,
Right Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right
Effort, Right Mindfulness, dan Right Concentration. Dalam konteks
ekonomi, Right Livelihood (penghidupan benar) dan Right Action
(tindakan benar) sangat relevan: keduanya menekankan agar
manusia memperoleh penghidupan tanpa mencederai makhluk
lain atau merusak lingkungan.
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2. Tanha (Hasrat / Keinginan Berlebihan)
Salah satu akar penderitaan dalam Buddhisme. Merujuk pada
hasrat yang tak terkendali, baik terhadap kepuasan materi, status
sosial, maupun aspek duniawi lainnya. Dalam Ekonomi Buddhis,
tanha adalah alasan mengapa konsumsi berlebihan dan
keserakahan berpotensi menciptakan ketidakpuasan (dukkha)
yang tiada habisnya.

3. Anicca, Dukkha, Anatta (Tiga Ciri Keberadaan)
Tiga prinsip yang mendasari pemahaman Buddhisme:

o Anicca: Ketidakkekalan, segalanya berubah.

o Dukkha: Penderitaan atau ketidakpuasan yang melekat
pada eksistensi duniawi.

o Anatta: Ketiadaan aku yang permanen.
Dalam Ekonomi Buddhis, kesadaran akan ketidakkekalan
(Anicca) mengingatkan kita untuk tidak melekat pada
benda-benda duniawi, sedangkan Anatta menekankan
bahwa kita saling terhubung, sehingga tanggung jawab
sosial dan lingkungan menjadi hal esensial.

4. Right Livelihood (Penghidupan Benar)
Salah satu unsur Noble Eightfold Path. Mengatur bahwa
seseorang seharusnya mendapatkan rezeki dari cara-cara yang
tidak merugikan makhluk lain, tidak menipu, tidak mengalirkan
kerusakan lingkungan, dan tidak melanggengkan penderitaan
sosial. Dalam Ekonomi Buddhis, prinsip ini menjadi landasan
untuk menilai apakah sebuah pekerjaan atau bisnis bersifat etis.

5. Dhammic Socialism (Sosialisme Berbasis Dhamma)
Istilah yang diperkenalkan oleh Ajahn Buddhadasa (biksu
Thailand) untuk menggambarkan tatanan sosial yang berpijak
pada welas asih, keseimbangan, dan tanggung jawab kolektif.
“Dhamma” mengacu pada kebenaran atau hukum universal
(ajaran Buddha), sedangkan “sosialisme” di sini menekankan
gotong-royong, pemerataan, dan keadilan sosial tanpa
menekankan ideologi politik tertentu.

78



6.

9.

10.

Dana (Pemberian / Dana Paramita)

Praktik memberi dengan ikhlas tanpa pamrih, baik berupa materi,
pengetahuan, maupun waktu. Bagi Ekonomi Buddhis, dana
menumbuhkan solidaritas dan menekan keserakahan (greed).
Kegiatan filantropi, donasi untuk komunitas, atau program CSR
(Corporate Social Responsibility) bisa dianggap sebagai
perwujudan dana dalam konteks modern.

Sangha (Komunitas Spiritual)

Dalam arti sempit, Sangha merujuk pada komunitas para
biksu/biarawati. Namun secara luas, bisa berarti komunitas
orang-orang yang mendalami dan mempraktikkan ajaran Buddha.
Terkait ekonomi, Sangha dapat menjadi model “kelompok
swadaya” yang berbasis nilai spiritual—mendorong sharing
resources, transparansi, serta gotong royong di antara
anggotanya.

. Upaya (Skillful Means / Cara Bijaksana)

Istilah ini menyiratkan keluwesan dalam menggunakan metode
atau strategi demi kemajuan spiritual dan kebaikan bersama.
Dalam Ekonomi Buddhis, upaya dapat diterapkan untuk
merancang kebijakan ekonomi yang efektif namun tetap
berlandaskan etika. Misalnya, memberikan subsidi energi
terbarukan sebagai solusi praktis untuk meminimalisir kerusakan
lingkungan.

Samatha & Vipassana (Jenis Meditasi)

o Samatha: Meditasi untuk menenangkan pikiran dan
mengembangkan konsentrasi mendalam.

o Vipassana: Meditasi untuk menyelidiki hakikat batin dan
fenomena, menumbuhkan wawasan (insight).
Keduanya relevan dalam Ekonomi Buddhis karena latihan
meditasi dapat meningkatkan mindfulness, sehingga
keputusan bisnis atau konsumsi menjadi lebih sadar, etis,
dan bijaksana.

Avijja (Kebodohan / Ketidaktahuan)
Akar penyebab penderitaan dalam Buddhisme. Avijja memicu
pandangan salah tentang realitas, termasuk pandangan bahwa
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kebahagiaan bisa dicapai dengan menimbun materi sebanyak-
banyaknya. Ekonomi Buddhis berupaya memerangi avijja melalui
edukasi dan kesadaran, sehingga masyarakat menyadari batasan
sumber daya alam dan pentingnya kesejahteraan komunal.

11. Sutta Pitaka
Bagian dari Kanon Pali yang berisi khotbah-khotbah Buddha.
Beberapa sutta mengandung petunjuk tentang perilaku sosial,
ajaran moral, bahkan memuat prinsip-prinsip yang bisa
diinterpretasikan untuk panduan ekonomi (misalnya kejujuran,
non-kekerasan, dan moderasi).

12. Right Intention (Niat Benar)
Bagian dari Noble Eightfold Path yang menekankan bahwa setiap
aktivitas manusia, termasuk ekonomi, hendaknya berangkat dari
niat yang tulus untuk membawa kebaikan, bukan menipu atau
menyakiti. Relevansinya dalam bisnis: Right Intention membantu
perusahaan merancang model bisnis beretika, menolak korupsi,
dan memprioritaskan dampak sosial positif.

13. Bodhisattva (Jalan Kebajikan bagi Semua Makhluk)
Sosok atau ideal dalam Mahayana Buddhisme, di mana individu
berkomitmen mencapai pencerahan namun menunda
“membebaskan diri sepenuhnya” demi membantu makhluk lain.
Dalam Ekonomi Buddhis, semangat bodhisattva memanifestasi
sebagai keinginan untuk membangun usaha atau kebijakan
ekonomi yang benar-benar memajukan kesejahteraan semua
pihak, bukan sekadar mencari keuntungan diri sendiri.

14. Ehipassiko (Datang dan Buktikan Sendiri)
Prinsip Buddhis yang menganjurkan verifikasi dan pembuktian
langsung, tidak hanya dogma teoretis. Dalam konteks ekonomi,
Ehipassiko mengundang pengambil kebijakan atau pelaku bisnis
untuk melakukan trial and error—misalnya, menerapkan model
Buddhist Economics dalam skala kecil, mengevaluasi hasilnya,
lalu mengembangkan lebih lanjut berdasarkan pengalaman nyata.

15. Anapanasati (Kesadaran Napas)
Salah satu teknik meditasi dasar dalam Buddhisme, menekankan
perhatian pada pernapasan sebagai cara melatih mindfulness.
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Bila dikaitkan dengan ekonomi, anapanasati dapat membantu
individu meningkatkan kontrol diri dan kejernihan pikiran,
sehingga tidak terpancing oleh impuls konsumerisme atau
spekulasi pasar yang berlebihan.

Semoga daftar istilah tambahan ini kian memperkaya pemahaman
Anda mengenai Ekonomi Buddhis. Meskipun beberapa konsep di atas
lebih kerap terdengar dalam konteks spiritual, semuanya memiliki
relevansi praktis bagi tatanan ekonomi yang mengutamakan
moralitas, empati, dan kesadaran. Dengan memadukan
kebijaksanaan filosofis Buddhisme ke dalam dunia bisnis, kebijakan
publik, maupun gaya hidup, kita bisa berkontribusi pada terciptanya
kesejahteraan holistik bagi manusia dan alam semesta.
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